
GUBERNUR GO RONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 35 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), 

Pasal 9Gayat (5), Pasal 30 ayat (S5), Pasal 43 ayat (3), 

Pasal 47 ayat (S5), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 ayat 

(5) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah, 

Il. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Namor 25S, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060): 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

HP
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Menetapkan: 

Lai Pe 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Momor 6856), 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881): 

6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Nomor 01): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakvat. 

2, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orangpribadi atau Badan, 
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IG, 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenai Pajak. 

Wajih Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, 

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 

peruhdangundangan perpajakan. 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakan daerahnya. 

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan dengan 

ketentuan tertentu. 

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sefjanjutnya 

disingkat BBENKB adalah Pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
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11. 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

LA: 

Sh 

La Hn 

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan 

di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan. 

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah 

Pajak atas kepemilikan danfatau penguasaan alat 

berat. 

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk 

membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik 

sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh 

tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor 

dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara 

permanen serta beroperasi pada area tertentu, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, 

perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat PBBEKB adalah Pajak atas 

penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan 

Alat Berat. 

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air permukaan. 

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah. 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok 

yang dipungut oleh Pemerintah. 

psen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 

persentase tertentu. 

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah 

Opscen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak 

MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau 

Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi 

yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau 

Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 
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2, 
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Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang 

selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan 

Subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 

terutang. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya — disingkat SKPDKB adalah surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 

dibayar. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau 

bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban 

Sesuai dengan ketentuan pergiuran perundang 

undangan perpajakan Daerah. 

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas 

Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Gubernur. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang 

selanjutnya disingkat SKPON adalah surat ketetapan 

Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak 

terutang dan tidak adakredit Pajak. 

Kabin 
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31. 

32. 

33, 

34, 

35. 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya — disingkat SKPDLB ” adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 

besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, 

SKPDKEB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat 

Keputusan  Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap SKPD, SKPDOKB, SKPDKBT, 

SKPDN, SEPDLB, atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak, 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa. 

dan/atau perizinan. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut retribusi tertentu. 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orangpribadi atau Badan. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah vang dapat bersifat mencari 

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

KEPALA BIRO KABAN te SPO Daan Per 1 
K1 / IKI 



Na 

38. 

d9. 

Aa 

41, 

“2. 

d3. 
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 

terutang. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 

ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit 

Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

Retribusi danfatau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

Surat  Pemberntahuan Retribusi Caerah ye 

selanjutnya disingkat SPIRD adalah surat yang 

digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka 

pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi. 

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS 

adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai 

bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah oleh bendahara 

penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi kec Rekening Kas 

Umum Daerah. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 

yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat 

ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau 

tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah 

ditetapkan, karenaperubahan data yang diajukan. 

Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima 

pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 

Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang 

Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk 

sanksi administratif berupa bunga, denda atau 

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

Piutang Retribusi adalah retribusi yang masih harus 

dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, 

denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang 
Do mukum Ta 
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49. 

20, 

31. 

S3, 

S3. 

ri abai 

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi 

atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat 

Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum 

kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih 

terutang. 

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang 

Retribusi. 

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 

Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen 

pengganti 
SPOPD/SKPD/STPD/SPTRD/SEKRD/STRD/TBP 

termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh 

pihak lain yang teregistrasi oleh sister informasi. 

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi adalah 

sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub 

sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta 

real /(fime yang berkaitan dengan pendataan, 

pendaftaran, penetapan, penapihan, pembayaran, 

pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara 

elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah. 

Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data 

terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling 

berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, 

perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah kepada petugas yang ada pada Unit 

Kerja pada Perangkat Daerah untuk mendapatkan 

akses terhadap sistem informasi sesuai dengan izin 

yang diberikan. 
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97, 
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Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk 

penempatan sistem elektronik dan komponen terkait 

laannya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, 

dan pengolahan data dan pemulihan data. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang 

selanjutnyadisebut Samsat atau sebutan lain adalah 

serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi 

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran 

PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor 

bersama Samsat atau sebutan lain. 

Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain adalah 

wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan 

Pajak, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan 

Samsat atau sebutan lain. 

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 

KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat 

oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang 

ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan 

simpulan yang diambil sehubungan dengan 

pelaksanaan Pemeriksaan. 

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 

SP2 adalah surat perintah untuk melakukan 

Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi 

dan/atau untuk tujuan lan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan perpajakan. 

sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang 

selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi 

tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos 

yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, 

perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak 

terutang atau retribusi terutang dan perhitungan 

sementara dari sanksi administrasi. 
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Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanintnya 

disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak 

dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya 

dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil 

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik 

yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan 

perhitungan sanksi administrasi. 

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 

LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan 

dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa 

secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang 

lhngkup dan tujuan Pemeriksaan. 

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pengelolaan Pajak dan Retribusi. 

Pengawasan adalah adalah seluruh proses kegiatan 

audit, review, evaluasi, Monitoring dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan 

Pajak dan Retribusi yang baik. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening 

tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan 

oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan 

Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

Daerah adalah Provinsi Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom, 

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. petunjuk pelaksanaan Pajak, 

b. petunjuk pelaksanaan Re 
Lahan Kai | ASUSTEN 
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d, sistem informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi, 

&, “sinergitas pemungutan opsen Pajak,dan 

FE. pembinaan dan pengawasan. 

BAB Il 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1 Jenis Pajak terdiri atas : 

a. PKB: 

b. BENKB: 

c. PAB: 

d. PBBKB: 

e. PAP: 

f. Pajak Rokok, dan 

2. Opsen Pajak MBLB. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas: 

a. PKB: 

b. BENKB: 

c. PAB: dan 

d. PAP. 

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 

Pajak, terdiri atas: 

a. PBEBKB: 

b, Pajak Rokok, dan 

c. Opsen Pajak MBLB. 

Pasal 4 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak, meliputi: 

Aa tata cara pemungutan Pajak: 

b. NPWPD dan NOPD: 

c. STPD: 

d. penagihan Pajak: 

ec. kedaluwarsa Pajak, 

f. /“penghapusan piutang Pajak, dan 

g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pemungutan PKB 

Paragraf 1 

Urmmum 

Pasal 5 

Tata cara pemungutan PKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf a, mehputi: 

Aa. 

ka. 

c. 

d, 

£. 

(1) 

(2) 

(31 

Ind) 

pendaftaran dan pendataan PKB, 

penghitungan dan penetapan PkB, 

masa PKB dan saat terutang PKB, 

pembayaran dan penyetoran PKB, dan 

sanksi administratif, 

Paragraf 2 

Pendaftaran dan Pendataan PKB 

Pasal 6 

Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mendapatkan 

data dan/atau informasi mengenai Objek dan Subjek 

PKB terhadap : 

a. Objek Pajak dan Subjek Pajak yang berdomisili di 

Daerah, dan 

b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki 

Objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang 

mengalami perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

Dalam melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD 

dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan. 

Setiap Wajib PKB mengisi SPOPD atau dokumen jain 

yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan daerah melalui Unit Pelaksana Teknis 

sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling 

lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak: 
“KEPALA TIRO KABAN Tere ap 
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(5) 

(S| 

(7) 

(5) 

(3) 

a, saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru, 

b, tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi 

Kendaraan Bermotor dari luar Daerah, 

C. terjadi perubahan Objek Pajak dan/atau Subjek 

Pajak, yang meliputi: 

kendaraan bermotor yang berasal dari lelang, 

kendaraan bermotor yang berubah bentuk: 

kendaraan bermotor yang berubah fungsi: 

kendaraan bermotor yang ganti mesin: 

kendaraan bermotor hibah, 

kendaraan bermotor waris, dan/atau 

kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan. 

dl. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk 

Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah. 

Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang 

diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat 

pada hari kerja berikutnya. 

Pengembalian SPOPD bagi Kendaraan Bermotor mutasi 

masuk antar Kabupaten/ Kota dalam Daerah dan mutasi 

masuk dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, disampaikan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. 

Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan 

pembayaran pajak tahunan dilakukan tanpa 

menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal 

akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari 

yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. 

Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang 

menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa 

dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan 

software, hardware, jaringan komputer, sarana 

penunjang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan 

bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa 

pendaftaran, pendaftaran dilakukan pada hari kerja 

berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif 

berupa denda. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (s8) 

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan melalui Unit 

Pelaksana Teknis dan/atau Instansi terkait pada Samsat 

atau sebutan lain. 
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(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (S) 

(1 

(8) 

MI 

121 

(3) 

Isi 

(5) 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pasal 7 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat data 

objek dan subjek PKB yang meliputi: 

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi: 

b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat 

surat elektronik: 

tanggal, bulan, dan tahun perolehan, 

dasar kepemilikan dan/atau penguasaan: 

harga perolehan: 

Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, 

bahan bakar, nomor rangka dan nomer mesin: dan 

£. gandengan dan jumlah sumbu. 

Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik. 

M
a
n
 

Paragraf 3 

Penghitungan dan Penetapan PKB 

Pasal 8 

Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian 

antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: 

a. nilai jual Kendaraan Bermotor, dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat 

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan 

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan 

Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual 

Kendaraan Bermotor. 

Milai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada 

minggu pertama bulan desember Tahun Pajak 

sebelumnya. 

Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

ISI merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari 

berbagai sumber data yang akurat, 

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

diketahui, milai jual Kendaraan Bermotor dapat 

ditentukan berdasarkan, sebagian -atau-selaruh-taktar: 
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(6) 

(7) 

“1S 

harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder 

dan/atau satuan tenaga yang sama, 

. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau 

pribadi: 

harga Kendaraan Bermotor dengan merek 

Kendaraan Bermotor yang sama, 

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun 

pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama, 

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat 

Kendaraan Bermotor, 

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan 

Bermotor sejenis, dan/atau 

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen 

pemberitahuan impor barang. 

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut: 

al. mobil penumpang roda 3 (tigaj dan mobil barang roda 

3 (tiga), sepeda motor roda 2 (dua), sepeda motor 

roda 3 (tiga) penumpang dan sepeda motor roda 3 

(tigal barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu) 

berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor 

tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, 

sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma 

nol dua puluh lima) koefisien lebih besar dari 1 (satu) 

berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor 

tersebut dianggap melewati batas toleransi, 

jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 

(satu koma nol lima puluh), 

blind van, pick up. Pick up box dan microbus nilai 

koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol depan 

puluh limaj: 

e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu), 

Pa 

lght truck dan sejenisnya nilai koefisien sama 

dengan 1,3 (satu koma tiga), dan 

truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 14 

(satu koma empat). 

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dihitung 

berdasarkan faktor-faktor: 

A. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah 

sumbuj/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor, 

| KEPALA BIRO BAHAN 
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(11) 
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b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang 

dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau 

jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar 

berbasis energi terbarukan, dan 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri 

mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan 

berdasarkan isi silinder. 

Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan 

Bermotor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan 

bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) dan ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 

(aga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

Penghitungan dasar pengenaan PKB yang jenis, merk, 

type dan nilai jualnya belum tercantum dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), penghitungan 

dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur. 

Pasal 9 

Tarif PKB ditetapkan sebesar 140 (satu persen) setiap 

kepemilikan dan/atau penguasaan kenderaan bermotor. 

Tarif PKB “atas kepemilikan danfatau penguasaan 

Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan 

umun, angkutan karyawan, angkutan sekolah, 

ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

ditetapkan sebesar 0,5 9s (nol koma lima persenj. 

Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas 

Momor Induk Kependudukan yang sama. 

“KEPALA BIRO | 
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Pasal 10 

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) atau ayat (9) dengan 

tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 

Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan 

penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor 

kendaraan Bermotor. 

Dalam hal terjadi pemindahan kendaraan bermotor 

dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, Wajib 

Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti 

pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar 

daerah atau dokumen yang dipersamakan. 

Pasal 11 

Berdasarkan SPOPD atau dokumen lan yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan dapat menerbitkan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak 

terutang secara jabatan berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l|) dan ayat (2) 

dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender 

setelah masa pajak berakhir. 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan 

dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam 

bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) 

hari kalender setelah diterbitkan. 

Paragraf 4 

Masa PKB dan Saat Terutang PKB 

Pasal 12 

Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan 

berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran 

Kendaraan Bermotorssakaaa | apan ba ad | ag 
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Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan 

Bermotor. 

Saat terutang PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihitung berdasarkan: 

a. kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah dihitung 

sejak berakhirnya masa berlaku surat keterangan 

fiskal antar Daerah: 

b. kendaraan mutasi masuk dalam Daerah untuk: 

1 Kendaraan Bermotor yang sudah habis berlaku 

masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB: 

dan 

2. Kendaraan Bermotor yang masih berlaku masa 

PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran. 

c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan 

subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa 

PKB. 

d, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari 

kalender dihitung 1 (satuj bulan penuh. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan 

danfatau penguasaan Kendaraan Bermotor tdak 

sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib 

Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah 

dibayar untukjangka waktu yang belum dilalui. 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran PKB 

Pasal 135 

PKB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak 

pengiriman danfatau pemberitahuan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). 

Pengiriman danfatau pembentahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (Il) merupakan tanggal 

dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara 

fisik dan/atau elektronik, 

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB melalui 

kasir yang ditunjuk, dilakukan validasi untuk 

diterbitkan TBP. 

Kasir menyetorkan pembayaran PKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan 

atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat 

atau tempat lain yang ditunjuk, 
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(5) Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

Pasal 14 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 

wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening 

Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 6 

Sanksi Administratif 

Pasal 15 

Ill Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak 

dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), 

Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar 16 (satu persenj 

dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan 

untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 

24 (duapuluh empat) bulan. 

21 Dalam hal Wajib Pajak udak membayar atau menyetor 

tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (ll, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 1945 (satu persen) per 

bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu| bulan 

dan ditagih dengan menggunakan STPD. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemungutan BBENKB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 16 

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi: 

a, pendaftaran dan pendataan BBNKB: 

b. penghitungan dan penetapan BBNKB, 
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d. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(al) 

(2) 

(3) 

masa BBNKB dan saat terutang BENKB, 

pembayaran dan penyetoran BBENKB: dan 

sanksi administratif. 

Paragraf 2 

Pendaftaran dan Pendataan BENKB 

Fasal 17 

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai Objek 

dan Subjek BBNKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan 

terhadap Objek Pajak BBNKB dan Subjek BBNKB yang 

berdomisili di Daerah, dengan menggunakan SPOPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki 

Objek Pajak BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru 

dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek dan 

Subjek Pajak. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak 

BBNKB diberikan NPWFD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan. 

Setiap Wajib Pajak BENKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

Pasal 18 

Setiap Wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan 

kendaraan bermotor dalam jangka waktu palng lambat 

45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat 

penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan 

lengkap. 

Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor 

dalam masa BBENKB, baik perubahan bentuk dan/atau 

penggantian mesin, Wajib BBNKB wajib melaporkan 

dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan paling lambat 45 (empat puluh ma) hari 

kalender sejak perubahan bentuk dan/atau 

penggantian mesin selesai dilaksanakan. 

Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) atau ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau 

hari yang diliburkan, SPOPD disampaikan paling lambat 

pada hari kerja berikutnya. 
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Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang 

menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa 

dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan 

software, hardisare, jaringan komputer, sarana 

penunjang lainnya dan hal lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal 

berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran 

dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak 

dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan melalui Unit 

Pelaksana Teknis dan/atau Instansi terkait pada Samsat 

atau sebutan lain. 

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pasal 19 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling 

sedikit memuat data Objek dan Subjek BENKB yang 

meliputi: 

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau 

instansi: 

b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan 

alamatsurat elektronik, 

c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan, 

d. dasar penyerahan, 

Cc, jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun 

pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, 

nomor rangka dannomor mesin, dan 

f. (gandengan dan jumlah sumbu. 

Data Objek dan Subjek BBNKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis 

elektronik. 
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Paragraf 3 

Penghitungan dan Penetapan BBNKB 

Pasal 20 

Dasar pengenaan BBNKB adalah rulai jual Kendaraan 

Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (8j| atau ayat (9j dan ayat (Li). 

Pasal 21 

Tarif BBENKB ditetapkan sebesar 104 (sepuluh persen). 

(1) 

(2) 

(Bl 

(8) 

(1) 

(21 

Gt) 

Pasal 22 

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan BBNKBE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dengan tanf BBNKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 

Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran 

kendaraan Bermotor. 

Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam 

pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

Berdasarkan SPOPD atau dokumen jain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (ll, BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan, 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang 

secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau 

dimiliki oleh Daerah. 

Paragraf 4 

Masa BENKB dan Saat Terutang BBNKB 

Pasal 24 

Masa BENKB adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 45 (empat puluh lima) han kalender, 
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(2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya 

penyerahan pertama Kendaraan Bermotor. 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran BBENKB 

Pasal 25 

(ll Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran 

Kendaraan Bermotor. 

(2 BBNKB harus dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3 Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir yang 

ditunjuk dan dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP. 

(H / Kasir menyetorkan pembayaran BBNKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan 

atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat 

tempat lain yang ditunjuk. 

5) Pembayaran BBENKB dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

Pasal 26 

Bendahara “Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4S ayat (4) 

wajib menyetorkan hasil penerimaan BBNKB ke Rekening 

Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 6 

Sanksi Administratif 

Pasal 27 

(ll Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak 

dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka 

wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar 14 (satu persenj| 

dari pokok BBNKB terutang setiap bulan keterlambatan 

untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

2! Dalam hal Wajib Pajak udak membayar atau menyetor 

tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 195 (satu persen) per bulan dari 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau 
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pe ata 

disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu| bulan dan 

ditagih dengan menggunakan STPD. 

Bagian Keempat 

Tata Cara Pemungutan PAB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 28 

Tata cara pemungutan PAB, meliputi: 

EL. 

Le) 

Cc 

d. 

& 

(LI 

12) 

(31 

pendaftaran dan pendataan PAB, 

, penghitungan dan penetapan PAB: 

. masa PAB dan saat terutang PAB, 

pembayaran dan penyetoran PAB,) dan 

sanksi administratif. 

Paragraf 2 

Pendaftaran dan Pendataan PAB 

Pasal 259 

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai 

objek dan subjek PAB, dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan terhadap: 

a Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang 

berdomisili / beroperasi di Daerah, dan 

b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki 

dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat 

Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak: 

dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (li, 

kepada Wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD 

yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggrakan — urusan pemerintahan — dibidang 

pendapatan. 

Setiap Wajib PAB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

1 
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SPOPD atau dokumen lan yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana 

Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu 

paling lambat: 

a. 45 lempat puluh lima| hari kalender sejak saat 

tanggal faktur bagi Alat Berat baru: 

b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal 

surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen 

yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar 

Daerah: 

c. sampa! dengan tanggal berakhirnya masa PAR 

untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah. 

Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang 

diiburkan, SPOPD disampaikan paling lambat pada hari 

kerja berikutnya. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang 

menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa 

dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan 

software, hardware, jaringan komputer, sarana 

penunjang lainnya dan hal lan yang dapat 

dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal 

berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran 

dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak 

dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6| 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pasal 30 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling 

sedikit memuat data Objek dan Subjek PAB yang 

meliputi: 

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau 

instansi: 

b. nomor induk kependudukan, nomor induk 

berusaha, nomor telepon dan alamat surat elektronik: 

:. tanggal, bulan, dan tahun perolehan, 

d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan, 

Pn
, 
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e, Nomor seri Alat Berat atau identitas lainnya, dan 

f. (jenis, merek, model, dan tahun pembuatan. 

(2) Data Objek dan Subjek PAB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi 

berbasiselektronik. 

Paragraf 3 

Penghitungan dan Penetapan PAB 

Pasal 31 

(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat. 

(2) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(ll berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan tentang dasar pengenaan PAB. 

3 Dalam hal Nilai Jual belum ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). Nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata 

pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. 

(HH Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata 

yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat 

pada minggu pertama bualan desember Tahun Pajak 

sebelumnya. 

(3) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun 

dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

Pasal 32 

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,24 (nol koma dua persen). 

Pasal 33 

1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PAB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32. 

2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat 

Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua 

belas| bulan berturut-turut. 

(3) PAB dibayar sekaligus dimuka untuk jangka waktu 12 

idua belasj bulan kedepan. 
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Dalam hal terjadi pemindahan Alat Berat Dalam Daerah, 

dan dari Luar Daerah ke Daerah, Wajib Pajak yang 

bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB 

berupa surat keterangan pelunasan Pajak atau 

dokumen yang dipersamakan. 

Pasal 34 

Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (3), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggrakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan dapat menerbitkan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak 

terutang secara jabatan berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) 

dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender 

setelah masa pajak berakhir. 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirimkan 

dan/atau dberitahukan kepada Wajib Pajak dalam 

bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) 

hari kalender setelah diterbitkan. 

Paragraf 4 

Masa PAB dan Saat Terutang PAB 

Pasal 35 

Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan 

berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat 

Berat. 

Saat terutang PAB diterapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. 

Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang 

melebihi 15 (lima belas| hari kalender, dihitung 1 (satu) 

bulan penuh, dengan dasar perhitungan: 

a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari 

luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat 

keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang 

dipersamakan. 
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b. Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak, 

dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan 

danjfatau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua 

belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat 

dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar 

untuk jangka waktu yang belum dilalui. 

Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat, 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran PAB 

Pasal 30 

PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak 

pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4). 

Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal 

dikirimkannya danfatau  diberitahukannya SKPD 

secara fisik atau elektronik. 

Pembayaran PAB dilakukan melalui kasir atau Bank 

yang ditunjuk Pemerintah Daerah. 

Kasir menyetorkan pembayaran PAB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan 

atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit 

Pelaksana Teknis. 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4!) 

melakukan validasi untuk diterbitkan TBP. 

Pembayaran PAB dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

Pasal 37 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 

wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas 

Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
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Paragraf 6 

Sanksi Administratif 

Pasal 38 

Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak 

dilakukan danfatau tidak disampaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), 

Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar 195 (satu persen) 

dari pokok PAB terutang setiap bulan keterlambatan 

untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

Ketentuan sanksi administratif berupa denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

untuk Objek Pajak yang dimiliki dan/atau dikuasai 

sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor 

tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 194 (satu persen) per bulan dari 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau 

disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, Untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat)| bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satuj| bulan dan 

ditagih dengan menggunakan STPD, 

Bagian Kelima 

Tata Cara Pemungutan PBBKB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 39 

Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi: 

a, 

 
-
 

NS
 

"3 

pendaftaran dan pendataan PBBKB, 

penghitungan PBBKB, 

masa PBBKBE dan saat terutang PBBKB: 

pembayaran dan penyetoran PBBKB: dan 

sanksi administratif. 
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Paragraf 2 

Pendaftaran dan Pendataan PBBKB 

Pasal 40 

Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Gubernur 

melalui Perangkat Daerah, 

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Penyedia BBKB diberikan NPWPFD yang 

diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan. 

Pasal 41 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 

dengan melampirkan persyaratan foto copy yang telah 

dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut: 

Aa. 

b. 

Ta 

ai 

(1) 

(21 

nomor induk berusaha, 

nomor pokok wajib pajak perusahaan, 

sertifikat standar atau ijin sesuai klasifikasi baku 

lapangan usaha indonesia: 

surat keterangan jin usaha niaga umum atau 

dokumen lain yang dipersamakan, dan 

kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan 

perusahaan. 

Pasal 42 

Setiap Penyedia bahan bakar kenderaan bermotor yang 

telah mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (2), mengisi SPTPD atau dokumen 

lan yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan 

lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia bahan 

bakar kenderaan bermotor atau kuasanya. 

SPTPD atau dokumen lan yang dipersamakan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan melalui Unit Pelaksana Teknis yang 

ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah 

berakhirnya masa PBBKB. 
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(3! Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang 

menyebabkan pelayanan penyampaian SPTPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa dilakukan 

karena sesuatu hal seperti kerusakan software, 

hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya 

dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPTPD, 

maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja 

berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif 

berupa denda serta dibuatkan berita acara yang 

ditandatangani oleh Perangkat Daerah. 

4! Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pasal 43 

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. nama Penyedia BBEKB dan/atau kuasanya: 

b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik 

Penyedia BBKB, 

masa PEBKB: 

tahun PBBKB: 

jenis dan volume BBKB:, 

harga jual BBKB, 

tarif PEBKB, dan 

jumlah PBBKB terutang. TO
 
a
r
o
 

Paragraf 3 

Penghitungan PBEBKB 

Pasal dil 

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBEKB sebelum 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Pasal 45 

(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 95 (tujuh koma lima 
persen). 

id! Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan 

umum sebesar 5 Yo (lima persen). 
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Khusus bagi tarif PBEBKB bersubsidi besarannya 

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dalam hal terjadi penyesuaian tarif PBBKB dalam 

rangka stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tarif BBEKB tertentu didasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

Pasal 46 

Pembelian Bahan Bakar dilakukan oleh Industri, usaha 

pertambangan, kehutanan, transportasi, kontrakor jalan dan 

operasional penggunaan alat utama pertahanan dan 

keamanan dipungut PBBKB sebagai berikut: 

Aa. 

HJ 

(21 

(1) 

121 

untuk sektor industri, pertambangan, usaha kehutanan, 

perkebunan dan usaha transportasi darat, laut dan 

kontraktor jalan dipungut sebesar 7,5 "8 (tujuh koma 

lima persenj dari pembelian bahan bakar,dan 

untuk operasional penggunaan alat utama pertahanan 

dan keamanan pada Tentara Nasional Indonesia dipungut 

sebesar 2 (dua persen) dari pembelian bahan bakar. 

Pasal 47 

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif PBBKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau 

ayat (2). 

Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penyerahan Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna 

Kendaraan Bermotor, 

Pasal 48 

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)| tahun sejak 

terutangnya PBBKB, Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB dan SKPDN. 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat Il) 

diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau 

tidak dibayar berdasarkan: 

ye 
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a. hasil Pemeriksaan Pajak, atau 

b. penghitungan secara jabatan sesua ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) 

diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau 

data yang semula belum terungkap dan menyebabkan 

penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT, 

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat Il) 

diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan 

Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak. 

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit Pajak. 

Paragraf 4 

Masa PBEBKB dan Saat Terutang PBBKB 

Fasal 44 

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan kalender. 

Tahun PBBEKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalender. 

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya 

penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh 

penyedia bahan bakar kendaraan Bermotor. 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran PBBKB 

Pasal 50 

PBBKB terutang harus dilunasi palng lambat 10 

(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

SKPDKB, SKPDKBT, STPL, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus 

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 

lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan dalam hal terdapat PEBKB yang kurang atau 

tidak dibayar berdasarkan: 

KEPALA Diko kaan sa TA i 
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a. hasil Pemeriksaan Pajak: atau 

b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam 

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) dan telah ditegur secara 

tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, 

atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam 

pembukuan dan pemeriksaan Pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau 

data yang semula belum terungkap dan menyebabkan 

penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKET. 

Pembayaran PBBKB dilakukan melalui kasir atau 

Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

Kasir menyetorkan pembayaran PBBKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) kepada Bendahara Penerimaan 

atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada 

Perangkat Daerah yang menyelenngarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatn atau Unit Pelaksana 

Teknis yang ditunjuk, 

Pembayaran PBBKB dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

Pasal 51 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) 

wajib menyetorkan hasil penerimaan PBEBKB ke Rekening 

Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(1 

Paragraf 6 

Sanksi Administratif 

Pasal 52 

Wajib Pak dengan kemauan sendiri dapat 

membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum 

dilakukan Pemeriksaan. 
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(2) 

(3) 

Dalam hal permbetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 

SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum kedaluwarsa penetapan. 

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (ll menyatakan kurang bayar, pembetulan 

SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 

Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 

berupa bunga. 

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3j dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 194 (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 

dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitungpenuh 1 (satu) bulan. 

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 53 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan melakukan 

Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. 

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) meliputi: 

a kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD, 

kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD, dan 

Cc. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau 

administrasi lainnya. 

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala 

Perangkat Daerah menerbitkan STPD. 

Hak Ll. 
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STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 

terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 145 (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 

Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun 

Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 

bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan. 

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak benar dari Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan dapat 

melakukan Pemeriksaan. 

Pasal 54 

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa 

denda. 

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 (satu 

juta rupiah). 

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 

mengalami keadaan kahar (force majeure). 

Pasal 55 

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKE 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal S0 ayat (3) huruf a 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

1,8 Ya (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 isatuj bulan. 
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4) Jumlah Pajak yang terutang dalam  SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2 20 (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atawu Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat 

terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 504 (lima puluh 

persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar. 

(3 Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 10095 (seratus persen| dan jumlah 

kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPOKBT. 

Id) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Bagian Keenam 

Tata Cara Pemungutan PAP 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 56 

Tata cara pemungutan PAP, meliputi: 

a. pendaftaran dan pendataan PAP: 

b: penghitungan dan penetapan PAP: 

c. masa PAP dan saat terutang PAP: 

d. pembayaran dan penyetoran PAP: dan 

ganksi administratif. 
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Paragraf 2 

Pendaftaran dan Pendataan PAP 

Pasal 57 

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai 

Objek dan Subjek PAP, dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Permukaan di Daerah dengan menggunakan SPOPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l), Wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau 

NOPDvyang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD atau dokumen 

lam yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan melalui Unit Pelaksana Teknis paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan 

dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4| disampaikan 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan melalui Unit PelaksanaTeknis. 

Pasal 58 

SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) paling 

sedikit memuat data objek dan subjek PAP yang 

meliputi: 

a. nama Wajib PAP atau kuasanya, 

b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik 

Wajib PAP: 

«, jenis usaha: 

. jenis peruntukan Air Permukaan, dan 

lokasi pengambilan danfatau pemanfaatan air 

AE
 

permukaan. 

| 
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Data objek dan subjek PAP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi 

berbasiselektronik. 

Pasal 59 

Dalam rangka pendaftaran dan pendataan Objek dan 

Subjek PAP, Kepala Perangkat Daerah Teknis 

mempunyaitugas, kewajiban dan kewenangan meliputi: 

a. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan: 

b. menghitung Nilai Perolehan Air, dan 

c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kepada Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan melalui Unit 

Pelaksana Teknis. 

Hasil penghitungan Nila Perolehan Air sebagaimana 

dimaksud ada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan Urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Paragraf 3 

Penghitungan dan Penetapan PAP 

Pasal 60 

Dasar pengenaan PAP adalah nila perolehan Air 

Permukaan. 

Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar 

Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. 

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dalam rupiah berdasarkan 

biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air 

Permukaan. 

Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling 

sedikit atas faktor-faktor: 

2. lokasi pengambilan air: 

b. volume air: dan 

c. kewenangan pengelolaan sumber daya air. 
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Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 61 

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 “s (sepuluh persen). 

(LI 

(11 

(2) 

(31 

Id 

Pasal 62 

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif PAP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. 

Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada. 

Pasal 63 

Berdasarkan SPOPD atau dokumen lan yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan PAP 

dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan dapat menerbitkan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak 

terutang secara jabatan berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak 

berakhir. 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3| dikirimkan 

danfatau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam 

bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 ftigaj 

hari kalender setelah diterbitkan. 
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Paragraf 4 

Masa PAP dan Saat Terutang PAP 

Pasal 64 

Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan kalender. 

Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender. 

Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran PAP 

Pasal 65 

PAP dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak 

pengiriman danjatau pemberitahuan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4). 

Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (ll merupakan tanggal 

dikirimkannyaSKPD secara fisik dan/atau elektronik. 

Pembayaran PAP dilakukan melalui kasir atau Bank 

yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

Kasir menyetorkan pembayaran PAP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan 

atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan atau Unit Pelaksana Teknis. 

Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (H4 Bendahara Penerimaan atau Bendahara 

Penerimaan Pembantu selanjutnya melakukan validasi 

untuk diterbitkan TBP. 

Pembayaran PAP dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

Pasal 66 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat M4 

wajib menyetorkan hasil penerimaan PAP ke Rekening Kas 

Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
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Paragraf 6 

Optimalisasi Penerimaan Dan Pengelolaan PAP 

Pasal 67 

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan pengelolaan 

PAP, Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas 

unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur, 

Paragraf 7 

sanksi Administratif 

Pasal 68 

IN Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak udak 

dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal S7 ayat (4), 

maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar 15 (satu persen) 

dari pokok PAP terutang setiap bulan keterlambatan 

untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

(2 Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor 

tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 1” (satu persen) per bulan dari 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau 

disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan 

ditagih dengan menggunakan STPD. 

Bagian Ketujuh 

Tata cara Pemungutan Pajak Rokok 

Pasal 69 

Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 70 

Tata cara pemungutan Opsen Pajak MBLB, meliputi: 

a. penghitungan, pembayaran dan pelaporan, 

b. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB, 

Paragraf 2 

Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan 

Pasal 71 

(li Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak 

MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

huruf a, dilakukan bersamaan dengan penghitungan, 

pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. 

2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (lj ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 

bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke 

Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam 

SSPD Pajak MBLB, 

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

avat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati/ Wali 

Kota melakukan Penagihan. 

4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen 

Pajak MBLB, 

(51 Apabila Bupati/Wali Kota telah menerima pembayaran 

atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati/Wali Kota menyetorkan bagian Opsen Pajak 

MBLB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 3 

(tiga) hari kerja. 

(6| Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 

: 
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Paragraf 3 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB 

N3) 

(2 

(3) 

(4) 

M1) 

(8) 

(SI 

Pasal 72 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan 

pembayaran Pajak MPLB kepada Bupan/Wali Kota, 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB 

memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran 

Opsen Pajak MBLB. 

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Wali Kota 

menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB., 

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan. 

Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB 

berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan 

atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan 

SKPDLBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. 

Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengembalikan 

kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak 

MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPOLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

Bagan Kesembilan 

NPWPD dan NOPD 

Pasal 73 

Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut 

berdasarkan penetapan Gubernur dan jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, 

mendaftarkan diri Objek Pajaknya kepada Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan. 

alam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD 

yang berlaku untuk seluruh Objek Pajak. 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 

oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan. 
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Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan dapat menerbitkan NOPD. 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk 

Kependudukan. 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha. 

NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan 

untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek 

Pajak dengan menggunakan SPUPD. 

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan secara jabatan 

menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh 

atau dimiliki oleh Daerah. 

Fasal F4 

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pandapatan dapat melakukan penonaktifan atau 

penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan 

atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. 

Penonaktifan atau penghapusan NPWPLD dan/atau 

NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dalam jangka waktu 3 Inga) bulan sejak tanggal 

permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau 

NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pandapatan. 

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan 

Wajib Pajak dianggap disetujui. 

KEPALA BIRO KABAN Tag 
HUKU NS KEUANGAN ASFATEN 

Ta KA TAN 



5| Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau 

NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan terhadap Wajib Pajak: 

a. tidak memiliki tunggakan Pajak, dan 

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan 

kembali, 

Pasal F5 

Dalam menerbitkan, menonakifkan dan menghapuskan 

NFWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 73 dan Pasal 74, Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pandapatan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

dan/atau instansiterkait. 

Bagian Kesepuluh 

Surat Tagihan Pajak 

Pasal 76 

11 Dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pandapatan dapat menerbitkan STPL. 

(2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk PKB, BBENKB, PAB dan PAP dalam hal: 

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, 

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, 

atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/fatau denda. 

3 Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk PBBKB dalam hal: 

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, 

b, hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, 

atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib 

Pajak: 
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(2) 

(3) 

(1 

(2) 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran, atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

Bagian Kesebelas 

Penagihan Pajak 

Pasal F7 

Utang Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding 

merupakan dasar Penagihan Pajak. 

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan 

dapat dilakukan imbauan. 

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) udak dilunasi setelah jatah 

tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 

Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan tentang perpajakan. 

Pasal 78 

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Gubernur menunjuk 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

Urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk 

melaksanakan Penagihan. 

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak: 

dan 

b. menerbitkan: 

1. surat teguran, 

2, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, 

3. surat paksa, 

4. surat perintah melaksanakan penyitaan, 

5. surat perintah penyanderaan, 

6. surat pencabutan sita: 

7. pengumuman lelang, 
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TAB 

B8, surat penentuan harga limit, 

41. pembatalan lelang, dan 

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan., 

Bagian Keduabelas 

Kadaluwarsa Pajak 

Pasal 79 

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi 

kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5S (lima) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib 

Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah. 

Apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: 

atau 

b, ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung, 

Kadaluwarsa Penagihan Pajak ditangguhkan. 

Kadaluwarsa Penagihan Pajak yang telah diterbitkan 

Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sejak tanggal 

penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 

Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak secara 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

didasarkan atas kesadaran Wajib Pajak yang 

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum 

melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

didasarkan dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan/atau permohonan 

keberatan oleh Wajib Pajak. 

Kadaluwarsa Penagihan Pajak yang telah ada 

Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sejak tanggal 

pengakuan. 
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Bagian Ketigabelas 

Penghapusan Piutang Pajak 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 830 

Gubernur dapat menghapus Piutang Pajak terhadap: 

a. Piutang Pajak yang Kadaluwarsa, dan/atau 

b, Piutang Pajak yang tidak dapat ditagihlagi. 

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi: 

a. pokok Pajak yang terutang, dan 

b. sanksi administratif berupa bunga, dan/atau denda. 

Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l| huruf b, disebabkan antara 

lain: 

a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, 

b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan, 

c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek 

Pajak: atau 

d. Keadaan kahar., 

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (Ss) 

huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Paragraf 2 

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 81 

Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Gubernur 

setelah dilakukan verifikasi. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh 

Gubernur. 

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan 

instansi dan pihak terkait. 

Pasal 82 

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak. 
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Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat Il) 

menyampaikan daftar usulan Penghapusan Piutang 

Fajak kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan. 

Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pertimbangan 

Gubernur dalam menetapkan Penghapusan Piutang 

Pajak. 

Bagian Keempat Belas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 83 

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan. 

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas| bulan 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (li), 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan harus 

memberikan keputusan. 

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan tidak memberikan suatu 

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 

Fajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan. 

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang Pajak lainnya. 

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dual bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB. 
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(6| Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat 

Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,694 Inol 

koma enam persen) per bulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. 

BAB Ill 

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI! 

Bagian Kesatu 

Urruarmn 

Pasal 84 

Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi Daerah 

meliputi: 

a. tata cara pemungutan Retribusi, 

b. tata cara penghapusan piutang Retribusi: 

c. keberatan Retribusi: dan 

d. pengembalian kelebihan pembayaran. 

Bagian kedua 

Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 85 

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi: 

a. pendataan Objek Retribusi: 

b.. pendaftaran Wajib Retribusi: 

c. penetapan Retribusi, 

d. pembayaran dan penyetoran Retribusi, 

pelaporan Retribusi: 

penagihan Retnbusi, 

kedaluwarsa, 

S
R
 

pengenaan sanksi, dan 

—
 

: pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga. 
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Paragraf 2 

Pendataan Objek Retribusi 

Pasal 86 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan/atau unit 

pelaksan teknis Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

melaksanakan pendataan Yojek Retribusi sesuai 

dengan kewenangannya. 

Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya 

meliputi: 

Aa. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan/atau unit 

pelaksana teknis Pemungut Retribusi: 

b. jenis Retribusi, 

t. objek Retribusi, 

d. rincian objek Retribusi, 

c. detail rincian objek Retribusi, dan 

I, lokasi. 

Hasi pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek 

Retribusi. 

Pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada avat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 

sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

Pasal 87 

Pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86 menjadi basis data dalam sistem informasi 

Retribusi terintegrasi, 

ia) 

(2) 

Paragraf 3 

Pendaftaran Wajib Retribusi 

Pasal 88 

Calon Wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan secara manual atau online 

untuk memperoleh pelayanan Retribusi. 

SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

berisi data: 
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a. nama Wajib Retribusi, 

b. Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok 

Wajib Retribusi, 

c. Nomor Induk Berusaha untuk Wajib Retribusi yang 

berbentuk Badan Usaha: 

. alamat Wajib Retribusi: 

objek Retribusi: 

jangka waktu atau volume objek Retribusi, dan 

. besaran atau nilai Retribusi. 

(9 Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, 

lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon 

atau kuasanya. 

(H Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (aj 

dikembalikan kepada petugas dalam jangka wakru 

paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak pengambilan 

formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi. 

(5) Dalam bal hari terakhir dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari 

libur, pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4| dan 

ayat (5) tidak berlaku bagi pendaftaran yang dilakukan 

1 
“
r
r
 

secara online. 

Pasal 89 

Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, 

pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam 

naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan. 

Paragraf 4 

Penetapan Retribusi 

Pasal 90 

(Il Berdasarkan SPTRD atau dokumen lan yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 

ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan 

menerbitkan  SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

1 
| 
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(1) 
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(3) 

GA 

Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan 

pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, SKRDU atau dokumen 

lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah retribusi yang terutang, diterbitkan 

SKRDKB. 

SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

Paragraf 5 

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi 

Pasal 91 

Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus 

melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai 

paling lambat 15 (lima belas) har kalender sejak 

diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen 

lan yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar 

Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau 

Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat 

Daerah Pemungut Retribusi, petugas yang berwenang 

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Daerah sesuai ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), wajib menyertorkan hasil pembayaran Retribusi 

kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara 

Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah 

Pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan 

Pembantu pada PD Pemungut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4), wajib menyetorkan hasil 

penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah 

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib 

menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta 

mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 92 

Pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang menerapkan 

pola pengelolaan keuangan BLUD disetorkan ke Rekening 

Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Gl 

(8) 

3) 

ia 

(ll 

Paragraf 6 

Pelaporan Retribusi 

Pasal 93 

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan 

piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) 

bulan berikutnya. 

Dalam hal tanggal 5 lima bulan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari 

libur, laporan dilakukan pada hari kerja setelah hari 

libur. 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Gubernur setiap bulan paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Dalam hal tanggal 10 (sepuluh| bulan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari 

libur, laporan dilaksanakan pada hari kerja setelah hari 

libur. 

Pasal 94 

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, 

dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun 

secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal 

penerbitan dan nomor dokumen. 
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Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(ll) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui 

sisteminformasi Retribusi terintegrasi. 

Paragraf 7 

Penagihan Retribusi 

Pasal 95 

Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan 

SKRDKB Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah 

Pemungut Retribusi melakukan penagihan dengan 

menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan 

STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada 

Wajib Retribusi. 

Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender 

setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) 

Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah Pemungut 

Retribusi menerbitkan dan menyampaikan surat 

teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang 

dipersamakan kepada Wajib Retribusi. 

Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas)| hari kalender 

setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Retribusi tidak dibayar, dilakukan tindakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 8 

kadaluwarsa 

Pasal 96 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga| tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib 

Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 

Apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) telah: 

a. diterbitkan Surat Teguran, atau 

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung: 

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi ditangguhkan. 
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(3) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi yang telah diterbitkan 

Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sejak tanggal 

penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 

4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b, 

didasarkan atas kesadaran Wajib Retribusi yang 

menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan 

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

5 Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

didasarkan dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan/atau permohonan 

keberatan oleh Wajib Retribusi. 

(el Kadaluwarsa Penagihan Retribusi yang telah ada 

Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung 

sejak tanggal pengakuan. 

Paragraf 9 

Pengenaan Sanksi 

Pasal 97 

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 

yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 

dikenakan sanksi sebesar 195 (satu persen) per bulan dari 

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung 

dar tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 

idua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

Paragraf 10 

Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga 

Pasal 98 

(NN Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat 

melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak 

keuga dalam melakukan pemungutan Retribusi. 

(2! j/Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tanif, 

pengawasan, dan pemeriksaan. 

KEPALA BIRO KAHAN T 
HUKUM KEUANGAN ASISTEN | “Sgkoa 

bo (4 TS INX 



(3 

(4 

li 

16) 

(LI 

(21 

KR kara Mo 

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat Il) 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak 

menambah beban Wajib Retribusi. 

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah secara bruto. 

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja 

APBD. 

Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dapat ditentukan 

berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan 

tertentu dari penerimaan retribusi yang ditentukan 

dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis. 

Pasal 59 

Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) kepala 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi bertindak untuk 

dan atas nama Pemerintah Daerah. 

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. orang perseorangan, dan 

b. Badan. 

Pasal 100 

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan: 

a. persiapan, 

penyusunan dokumen perjanjian kerja sama, 

penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan. 1 
A
9
0
 

Pasal 101 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut 

Retribusi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja 

pemungutan Retribusi vang akan dikerjasamakan. 

ia 
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Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(ll, paling sedikit memuat: 

a latar belakang: 

b. maksud dan tujuan, 

c. lokasi kerja sama, 

d, ruang lingkup: 

e, jangka waktu, 

£ j/) manfaat, dan 

2. pembiayaan. 

Pasal 102 

Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b 

dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi. 

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk 

dilakukan pembahasan. 

Pasal 103 

Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c 

dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut 

Retribusi dan pimpinan Pihak Ketiga sebagai para 

pihak. 

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat 

mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian 

kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi, 

Pasal 104 

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen 

yangdiatur dalam kerja sama. 

Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi 

kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi 

dan/atau menambah materi kerja sama. 
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Pasal 105 

Dalam hal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala 

Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), pelaksanaan kerja sama 

dilaporkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi kepada Kepala 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan. 

Pasal 106 

Dalam pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah 

Pemungut Retribusi berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagan Ketiga 

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi 

Pasal 107 

(ll Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi atau 

kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur 

melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang 

pendapatan. 

(3 Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah 

dilakukan verifikasi. 

4 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh 

Gubernur. 

(dl Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terdiri atas: 

a. Perangkat Daerah Pemungut Retirbusi, 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan, dan 

Cc. Instansi terkait sesuai kebutuhan. 

fe) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ 

mem berikan rekomendasi penghapusan piutang 

Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. 
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Basan keempat 

Keberatan Retribusi 

Pasal 108 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

atau Kepala Unit Pelaksana teknis Pemungut Retribusi 

atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali 

jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

kahar. 

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 

dan pelaksanaan Penagihan Retribusi, 

Pasal 109 

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 108 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan 

alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah 

Pemungut Retribusi atau Kepala Unit Pelaksana teknis 

Pemungut Retribusi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat 

Daerah Pemungut Retribusi atau Unit Pelaksana teknis 

Pemungut Retribusi. 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 

diterima. 

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

atau Unit Pelaksana teknis Pemungut Retribusi dapat 

membentuk Tim Teknis. 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (IS) 

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Unit 

Pelaksana teknis Pemungut Retribusi. 
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Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Perangkat 

Daerah Pemungut Retribusi atau Unit Pelaksana teknis 

Pemungut Retribusi atas permohonan keberatan. 

Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 

besarnya Retribusi yang terutang. 

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (Y| harus 

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulansejak tanggal surat keberatan diterima. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8| telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut 

Retribusi atau Unit Pelaksana teknis Pemungut 

Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan 

yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya. 

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

0,63 (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 

Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama12 (dua 

belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

Isatuj bulan, 

Bagian Kelima 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

(1 

(2) 

Pasal 110 

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Unit 

Pelaksana teknis Pemungut Retribusi. 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Uhit 

Pelaksana teknis Pemungut Retribusi dalam jangka 

waktu paling lama & (enamj bulan sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan. 
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) telah dilampaui dan Perangkat Daerah Pemungut 

Retribusi atau Unit Pelaksana teknis Pemungut 

Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, 

permohonan pengembalian pembayaran Retribusi 

dianggap dikabulkan dan SKRDOLB harus diterbitkan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satuj bulan. 

Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang 

Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 

Retribusi lainnya. 

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dual) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dual bulan, Kepala PD 

Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar O,ba 

Inol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN 
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU 

(1) 

(2) 

SANKSINYA 

Fasal IlI 

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau 

sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau 

objek Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau 

Retribusi dapat diberikan atas dasar: 

a. kebijakan Pemerintah Daerah: dan/atau 

b. permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi. 
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Ketentuan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Keputusan 

Gubernur tentang Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak 

dan/atau Retribusi. 

Fasal 112 

Permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf 

b disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

secara tertulis disertai dengan alasan permohonan 

kepada Gubernur melalui: 

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk 

Pajak Daerah, dan 

b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau 

Kepala unit pelaksana teknis Pemungut Retribusi 

untuk Retribusi Daerah. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat Il) 

disertai dengan persyaratan administratif antara lain: 

a. foto copy identitas diri: 

b. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain 

yang dipersamakan, untuk wajib pajak dan/atau 

wajib retribusi orangperorangan, dan 

c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, untuk 

wajib pajak dan/atau wajib retribusi badan: 

d. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas 

insentif keringanan, pengurangan dan/atau 

pembebasan pajak dan retribusi. 

Permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan verifikasi 

terkait kelengkapan persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: 

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak 

Daerah: dan 

b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala 

unit pelaksana teknis Pemungut Retribusi untuk 

Retribusi Daerah. 
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4 Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar, 

dilakukan kajian atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Isl Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan oleh tim teknis. 

(el Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (S) 

dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. 

(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, 

pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok 

dan/atau sanksi Pajak danfatau Retribusi oleh 

Gubernur. 

Pasal 113 

Pemberian pengurangan pokok Pajak dan/atau Retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat diberikan 

paling banyak 254 (dua puluh lima persen) dari jumlah 

ketetapan Pajak dan/atau Retribusi, kecuali ditentukan lain 

oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. 

BAB V 

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 114 

Pengaturan pemeriksaan Pajak dan Retribusi meliputi: 

a kewenangan pemeriksaan Pajak dan Retribusi: 

b. pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain, 

C, kuisioner Pemeriksaan Pajak: dan 

d. pemeriksaan Retribusi. 

Bagian Kedua 

Kewenangan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

Pasal 115 

(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Pajak 

dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

huruf a. 
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2?) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak 

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan. 

3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari: 

a. Pegawai Negeri Sipil di lhngkungan Pemerintah 

Daerah, dan/atau 

b.tenaga ahli, 

yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi. 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan 
Kewajiban Pajak Dan Tujuan Lain 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 116 

Pemeriksaan untuk menguj kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak dan tujuan lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 114 huruf b, dapat meliputi 1 (satu), beberapa 

atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa 

masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam 

tahun sebelumnyamaupun tahun berjalan, 

Paragraf 2 

Kriteria 

Pasal 117 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi 

kelebihan pembayaran Pajak: 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar, atau 

c. Wajib Pajak yang terpilh untuk dilakukan Pemeriksaan 

berdasarkan analisis risiko. 

(Kepada BIRO KABAR. 1 
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Paragraf 3 

Standar Pemeriksaan 

Fasal 118 

Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

116, dilakukan dengan standar pemeriksaan yang 

digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang 

merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam 

melaksanakan Pemeriksaan. 

Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan 

Kantor. 

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, 

tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 

Pemeriksa, 

Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan. 

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(ll meliputi: 

a. standar umum Pemeriksaan, 

b, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan 

c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa 

Pasal 119 

Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116, Pemeriksa wajib: 

a. menyampaikan surat pemberitahuan pemerksaan 

lapangan kepada Wajib Pajak untuk pemeriksaan 

dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau 

surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor 

dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis 

pemeriksaan kantor, 
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b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 

kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan 

Pemeriksaan, 

c. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa 

kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan 

Tim Perneriksa mengalami perubahan, 

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam 

memberikan penjelasan mengenai: 

Ih alasan dan tujuan Pemeriksaan, 

2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan 

setelah pelaksanaan Pemeriksaan, dan 

3) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi 

permintaan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan. 

c. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf d dalam berita acara 

pertemuan dengan Wajib Pajak, 

f£. “menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak, 

g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir 

dalam rangka PAHP pada waktu yang telah 

ditentukan: 

h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak: 

i. j“melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, 

i- mengembalikan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan yang dipinjam dari 

Wajib Pajak, dan 

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak 

atas segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan sanksi 

sesuai (dengan ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

KABAN 
. 
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(1) 

(2) 

ai Tan 

Pasal 120 

Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis 

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (2), Pemeriksa berwenang: 

a. memeriksa dan/ atau meminjam dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang 

terutang Pajak, 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola 

secara elektronik: 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 

bergerak danfatau tidak bergerak yang diduga atau 

patut diduga digunakan untuk menyimpan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang 

dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk 

tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang 

terutang Pajak, 

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi 

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan: 

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu 

serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak: 

ft. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 

Wajib Pajak, dan 

2g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan 

dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 

Wajib Pajak yang diperiksa. 

Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis 

Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (2), Pemeriksa berwenang: 

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang dalam 

Pemeriksaan Kantor: 

b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ 

atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang 

terutang Pajak, 

pi Ig 
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meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi 

bantuan guna kelancaran Perneriksaan, 

meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari 

Wajib Pajak: 

meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang 

dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak, dan 

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan 

dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 

Wajib Pajak yang diperiksa. 

Paragraf 5 

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Pasal 121 

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak: 

a. meminta kepada Pemeriksa untuk: 

L. 

2. 

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2: 

memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan 

jenis Pemeriksaan Lapangan: 

memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa 

dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa 

mengalami perubahan, 

. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan 

Pemeriksaan. 

b. menerima SPHP, 

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan, dan 

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 

Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner 

Pemeriksaan. 

ig
 

(1) 

Pasal 122 

Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan 

jenis Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 ayat (8), wajib: 

a. memperlihatkan danfatau meminjamkan buku, 

catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 

objek yang terutang pajak, 

“KEPALA Alka KaBAn T- 
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(1) 

cl. 

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau 

mengunduh data yang dikelola secara eletronik, 

memberikan kesempatan untuk memasuki dan 

memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ 

atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga 

digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, 

uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk 

tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang 

pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa: 

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, 

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, 

dan 

memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang 

diperlukan. 

Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan 

jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 118 ayat (2), wajib: 

El. 

hb. 

memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 

dokumen lain termasuk data yang dikelola secara 

elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau 

objek yang terutang Pajak, 

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, 

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP: 

. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP 

yangdibuat oleh akuntan publik, dan 

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang 

diperlukan. 

Paragraf 6 

Tata Cara Pemeriksaan 

Pasal 123 

Tata cara pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 meliputi: 

a. jangka waktu Pemeriksaan: 

b. 

t. 

penyelesaian Pemeriksaan: 

SP2: 
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(1) 

(2) 

(3) 

HH 

cd. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan, 

&. pertemuan dengan Wajib Pajak, 

peminjaman Dokumen: 

penyegelan: 

. penolakan Pemeriksaan, 

i. (penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan 

kepada Pihak Ketiga: 

Ii. pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan, 

k. pelaporan Hasil Pemeriksaan, 

I- pembatalan Hasil Pemeriksaan: 

m. pengungkapan Ketidak benaran Pengisian Surat 

T
a
 

Pemberitahuan Selama Pemeriksaan: dan 

n: Pemeriksaan Ulang. 

pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangati. 

Bagian keempat 

Kuisioner Pemeriksaan Pajak 

Pasal 124 

Dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 

Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

huruf c kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner 

Pemeriksaan sebagaimana dimoeksud pada ayat (3) 

dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak. 

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 

Pemeriksaan untuk tujuan lain, penyampaan 

Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat 

Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam 

Rangka Pemeriksaan Kantor. 

Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner 

Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan atau Pejabat 

yang ditunjuk. 
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Bagian keenam 

Pemeriksaan Retribusi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 125 

Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 huruf d, dilaksanakan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Retribusi. 

Pasal 126 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

127, dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi, 

b, terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang ndak atau 

kurang dibayar, atau 

c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan 

Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

Pasal 127 

(ll / “Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124. 

(2! Dalam melaksanakan kewenangan Gubernur 

sebagaimana dimaksud ayat (1), pemeriksaan dilakukan 

oleh Pemeriksa Retribusi. 

3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pemeriksa Retribusi didasarkan atas SP2 

yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

meneyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan. 

(H / Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 

kepada : 

a. Wajib Retribusi: 

b. pejabat dan/atau petugas pemungut. 

Pasal 128 

ill /Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 

ayat (4| dapat dilakukan berdasarkan: 
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a. permintaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, 

b. hasil pemantauan /monitoring Perangkat Daerah 

terhadap: 

1. Wajib Retribusi, 

2. pejabat dan/atau petugas pemungut, dan 

3. laporan dar pihak ketiga. 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan dapat 

melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Retribusi danfatau instansi terkait dalam 

rangka pemeriksaan. 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI 

(1) 

(2) 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 129 

Sistem informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi 

dilakukan untuk meningkatkan transparansi, 

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan serta pelayanan Pajak dan Retribusi. 

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun 

proyeksi pendapatan Pajak dan Retribusi: 

b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

pembayaran Pajak dan Retribusi, 

c: meningkatkan kepatuhan dan kewajiban 

masyarakatdalam melakukan pembayaran Pajak dan 

Retribusi: 

d, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan 

masyarakat terhadap pengelolaan Pajak dan 

Retribusi, dan 

ec. mendukung pembinaan dan pengawasan 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 
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Pasal 130 

Ruang Lingkup Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terdiri 

dar: 

a. 

b. 

La 

ad. 

Ui 

121 

(3) 

aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi, 

infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi, 

sistem basis data Pajak dan Retribusi, dan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

Bagian Kedua 

Aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi 

Pasal 131 

Pemerintah Daerah membangun dan/atau 

mengembangkan aplikasi pemungutan Payak dan 

Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan 

proses pemungutan Pajak dan Retribusi serta 

kebutuhan pendukung lainnya. 

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) disusun 

berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan 

pemungutan Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan 

perundang-undangan terkait pemungutan Pajak dan 

Retribusi. 

Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi dapat di 

integrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik 

yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi 

Uu) 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 132 

Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi 

dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang 

meneyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pendapatan, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, 

Perangkat Daerah yang meneyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika 

atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(3) 

(1) 

(21 

(3 

(LI 

(81 

Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai 

dengan standar perangkat, standar keamanan 

informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

2. pusat data dan pusat pemulihan data, 

b. jaringan komunikasi, 

c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan 

d. infrastruktur teknologi informasi lainnya. 

Paragraf 2 

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data 

Pasal 133 

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data merupakan 

fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah 

dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan 

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, 

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data dilaksanakan 

untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi 

dalam pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Dalam hal Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data 

sebagaimana ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat 

Data dan Pusat Pemulihan Data Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang 

pendapatan, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Faragraf 3 

Jaringan Komunikasi 

Pasal 134 

Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung 

kelancaran pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 
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jaringan intranet, dan 

akses internet. 

Jaringan Intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

huruf 'a merupakan jaringan tertutup yang 

menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat 

Daerah. 

Akses Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan 

internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

- Undangan. 

Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(1) 

(2) 

sj 

(1 

Pasal 135 

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan 

Pajak dan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan 

teknologi. 

Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perangkat keras (hardware), dan 

b. perangkat lunak (software). 

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat 

diselenggarakan dan dikelola oleh yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendapatan, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Keempat 

Sistem Basis Data Pajak dan Retribusi 

Pasal 136 

Basis Data Pajak dan Retribusi dilaksanakan untuk 

memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data 

serta sebagai salah satu sumber data Pajak dan 

Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem 

Informasi Pajak dan Retribusi. 

Le 
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Sistem Basis Data Pajak dan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan data yang 

akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses 

sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi 

Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari 

pendataan dan perekaman data dengan menggunakan 

sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data 

secara berkala. 

Bagian Kelima 

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

( 

(3 

Pasal 137 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi 

harus didukung oleh sumber daya manusia dengan 

jumlah yang cukup dan yang memiliki keterampilan 

atau keahlian teknis yang memadai. 

Keterampilan “atau keahlian teknis sebagaimana 

dimaksudayat (1) antara lain: 

a. pemrograman perangkat lunak, 

b. pemrograman database, 

Cc. database administrator: 

il, network engineer, 

ce. network administrator, 

LL weh administrator, 

2. web development: 

h, desain grafis, 

analis dan desain sistem, 

data analytcs,dan 

data center. a
o
n
 

Pasal 138 

Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara 

periodik melalui pelatihan formal atau non formal. 

ka 
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Pasal 139 

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dan 

Pasal 138 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN 

Pasal 140 

li Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah 

Kabupaten / Kota dalam rangkaoptimalisasi penerimaan: 

a. PKB dan Opsen PKB: dan 

b. BBENKB dan Opsen BENKB. 

2) Sinergi sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melibatkan unsur: 

a. Pemerintah: 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

c. Pemerintah Desa: 

d. badan hukum: dan/atau 

&. Unsur lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal 141 

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan 

untuk: 

a. menciptakan sistem pelayanan Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, 

dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, 

tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

b, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan 

membayar pajak, dan 

Cc. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang 

mudah, murah dan cepat. 

Pasal 142 

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 

dilaksanakan melalui: 

a, Samsat atau sebutan lain, 

b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten / Kota: 

Cc. peran masyarakat, dan 
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d. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada provinsi 

lain. 

Pasal 143 

Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Kabupaten /Kota dapat dilakukan melalui antara lain: 

a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja: 

b. kerja sama daerah, 

c. Tapat koordinasi: dan 

d. bentuk sinergitas lainnya. 

Pasal 144 

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 

diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak: 

b, penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak, 

cc. melakukan kajian dan peneliian dalam rangka 

pendataanpotensi Pajak, 

d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak, 

pengembangan data potensi Pajak, 

f. “pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan 

teknologi, 

E. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin 

efektivitaspemungutan Pajak dan Opsen Pajak: 

h. pelaksanaan kerja sama teknis, 

i. pertukaran data dan informasi: dan 

1. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak 

dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 145 

ll Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 144 didukung dengan alokasi anggaran yang 

bersumber dari sebagian penerimaan Pajak dan Opsen 

Pak oleh Pemerintah Daerah dan Pemenntah 

Kabupaten Kota. 

1 Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan 

daerah, 
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(1) 

(21 

Ui 

(2) 

Pasal 146 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota 

dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Usaha Milik Kabupaten/Kota dalam upaya optimalisasi 

penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme 

kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pemerintah Kabupaten / Kota dapat melibatkan 

kelembagaan unsur kewilayahan dan LKD serta 

mendorong Pemerintah Desa untuk dapat melibatkan 

Badan Usaha Milik Desa dalam rangka optimalisasi 

penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 147 

Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen 

Pajak dapat melibatkan peran serta masyarakat. 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada: 

a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak, 

b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD 

agar dapat berpartisipasi efektif dalam program 

pembayaran Pajak: 

c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, 

penyuluhan, dan penyebarluasan program program 

pembayaran Pajak, dan 

d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau 

istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai 

dengan LKD, 

Pasal 148 

Gubernur dapat membangun sinergitas dengan 

Gubernur dan/atau Bupati/Walikota pada Pemerintah 

Provinsi Lain danfatau Pemerintah Kabupaten/ Kota 

pada Provinsi Lain. 

Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (il) 

diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan 

Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya 

sesuai kebutuhan. 
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Pasal 149 

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi 

efektivitas pelaksanaan sinergitas Optimalisasi 

penerimaan Pajak dan Opsen Pajak. 

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l|, Gubernur dapat 

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sinergitas 

dengan keanggotaan Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya. 

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur 

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 150 

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaan Pajakdan Retribusi di Daerah. 

Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan dan 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang meliputi: 

a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan 

Retribusi, 

b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi: 

c. perencanaan penerimaan Pajak dan Retribusi, dan 

d. evaluasi Pajak dan Retribusi. 

Bagian Kedua 

Pembinaan 

Pasal 151 

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 

ayat (1), meliputi: 

KADAN Ta | Sarpa | 
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a. koordinasi, 

b. fasilitasi: dan 

c. konsultasi. 

Pasal 152 

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a 

dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota, 

Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, dunia 

pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan 

Pajak dan Retribusi di Daerah. 

Pasal 153 

1 Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf 

b dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

meningkatkan kapasitas unsur Perangkat Daerah dalam 

pengelolaan Pajak dan Retribusidi Daerah. 

(2 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Pajak dan 

Retribusi. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat Il), 

meliputi: 

a. penyusunan kebijakan atau regulasi: 

b. pengalokasian anggaran: 

c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber 

dayamanusia: 

d, penyediaan sarana dan prasarana, dan 

e. identitas Perangkat Daerah. 

4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

dapat berupa seragam khusus dan/atau tanda pengenal 

khusus. 
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Pasal 154 

(1 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 

huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, 

pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap 

permasalahan pengelolaan Pajak dan Retribusi yang 

sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan 

masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Bagian Ketiga 

Pengawasan 

Pasal 155 

Pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah oleh 

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (l) 

dilaksanakan oleh: 

a. aparat Pengawasan Internal Pemerintah: dan 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pendapatan. 

Pasal 156 

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

155 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang- undangan, 

Pasal 157 

(Il Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan Pasal 155 

huruf b melakukan Pengawasan pengelolaan Pajak dan 

Retribusi. 

KEPALA BIRO | KADAN | serem SIKA | 
II aa lk N 3 



(3) 

(1 

(21 

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dilaksanakan melalui: 

a. perencanaan pengawasan, 

b. perumusan kebijakan teknis, 

Cc. evaluasi, 

d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi: 

tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi: 

f, “monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

evaluasi: 

g. pelaksanaan konsultansi, dan 

h. tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan 

eksternal, 

Fasal 158 

Pengawasan Pajak dan Retribusi meliput pengawasan 

atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 159 

Bentuk dan format dari: 

NPWPFD, 

NGPD: 

SPOPD, 

SKPD, 

SKPDKB: 

SKPDKET: 

STPD 

. SPTPL: 

SssPb, 
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i- SKPON, 

k. SKPDLB, 

1. SKRD, 

mi. SERDLB,: 

1, STRD: 

Oo. SPTRL, 

p. STS: 

Ig. SERDEB, 

ng: TEP: 

3. SP3: 

t. SPHP, 

Uu. PAHP, dan 

v. LHP, 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. 

BAB xX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 160 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 

27 

b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pemungutan Penggunaan dan 

Pengawasan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10): 

Cc. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor S9 Tahun 2019 

tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2019 Nomor S9): 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 161 

Peraturan Gubernur ini mula berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar seiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannyadalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Jean Ae 

2924 Es t al esember 
TS ORONTALO 

Png "- 

us SALAHUDDIN 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 30 Des 
SEKRETARIS DAE 

ber 2004 

1 SIGORONTALO, 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 35

HP
Typewritten text
30 Desember

HP
Typewritten text
30 Desember 

HP
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35



LAMPIRAN
PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG : PERATURANPELAKSANAANPERATURANDAERAH NOMOR 1

TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

1. BENTUK DAN lSI SURATPEMBERITAHUANOBJEK PAJAKDAERAH
(SPOPD)

a. Bahan
b. Wama
c. Tinta
d. Ukluran

e. Design

: HVS 70 Gram
: Putih
: Tinta Visible biasa
: Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
: Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
A. Identitas Pemilik :

1.Nama Lengkap PemilikjBadan;
2. Kebangsaan;
3. Status Kepemilikan;
4. Tanda Jati Diri;
5.Alamat;
6. Nomor Hand Phone;
7. Keterangan lzin Menetap Sementara (KIMS)

B. Identitas Kendaraan Bermotor :
1.Nomor Polisi;
2. MerkjType;
3. Jenis Kendaraan;
4.Tahun PembuatanjPerakitan;
5. lsi Silinder j CC;
6.Wama Kendaraan;
7.Warna Plat Nomor;
8. Nomor Mesin;
9. Nomor Rangka;
10. Bahan Bakar;
Bensin Campur
Solar Gas j Pertamax
Listrik Lain-lain

C. Jenis Pendaftaran :
- Pendaftaran Baru;
- Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal

- Ganti Pemilik
Nama Pemilik Bam
Alamat
- Ganti Mesin
Harga Pembelian

- Ubah Fungsi
(1) Hitam (2) Kuning

- Ubah Bentuk
Sebelum
Sesudah

........................... 20 .
WAJIB PAJAK / KUASA

( )

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 

TANGGAL 
TENTANG 

TAHUN 2024 
: 30 Desember 2024 

- PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH, 

I. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH 
(SPOPDj 

9
 

rp
 Bahan 

. Warna 

Tinta 

. Uklurasn 

Design 

: HVS 70 Gram 

: Putih 

: Tinta Visible biasa 
: Panjang : 330 mm 

Lebar 215 mm 

: Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut : 

A. Identitas Pemilik : 

1. Nama Lengkap Pemilik / Badan, 
2. Kebangsaan: 

3. Status Kepemilikan, 

4, Tanda Jati Diri, 

5. Alamat: 
65. Nomor Hand Phone: 

7. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS) 
B. Identitas Kendaraan Bermotor : 

1. Mormor Polisi: 

2. Merk/Tvpe, 

3.Jenis Kendaraan: 

4. Tahun Pembuatan/ Perakitan, 

5,Is| Silinder / CC, 

6. Warna Kendaraan: 

7, Warna Plat Nomor, 

8. Nomor Mesin: 

9, Nomor Rangka, 

10. Bahan Bakar: 
Bensin Campur 

Solar Gas / Pertamax 

Listrik Lain-lain 

C. Jenis Pendaftaran : 

- Pendaftaran Baru: 

- Mutasi Masuk 

Tanggal Fiskal 
- Ganti Pemilik 

Nama Pemilik Baru 

Alamat 

- Gang Mesin 

Harga Pembelian 

- Ubah Fungsi 

(1) Hitam (2) Kuning 
- Ubah Bentuk 

sebelum 

Sesudah

HP
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- Pada bagian terakhir terdapat kata-kat :
Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar
dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenamya saya bersedia dan
sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

- Dibagian bahwa SPOPDterdapat kolom tanda terima dengan komposisi
sebagai berikut: TANDA TERlMA SPOPD NOMOR No.
Pendaftaran .

Tanda terima SPOPD
1. Nama;
2. NomorPolisi;
3. Lampiran;

a. STNKasli;
b. Identitas Diri;
c. Bukti Lunas PKB/SWDKLW/Premi
d. BPKBasli
e. Hasil gesekanNo.Rangkadan No. Mesin;
f. Faktur / Kwitansi / Fiskal
g. Lain-lain

................. 20 .
Petugas

( )

- Pada bagian terakhir terdapat kata-kat : 
Dengan ini Saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar 
dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan 
sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

- Dibagian bahwa SPOPD terdapat kolom tanda terima dengan komposisi 
sebagai berikut: TANDA TERIMA SPOPD anacererar MOMOB ercgrooren No. 

Tanda terima SPOPD 
l. Hama, 

2, Nomor Polisi: 

3. Lampiran, 

STNK asli: 

Idertitis Diri: 

Bukti Lunas PKB/SWDEKLLJ/ Premi 

BPKB asli 

Hasil gesekan No. Rangka dan No: Mesin: 

Faktur / Kwitansi / Fiskal 

Lain-lain O
T
O
 
N
N



A. SPOPD

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN/ UPTD P3D

SURAl' PEMB~RITAHUAN 013JF.K PA...JAK DAERAH

A. IDENTITi\S PF.1\.llLlI"':
I. anlrt Lcngkap Pemilik i Sadan

2. Kcbangsaan
3. Status Kcpemilil<an
4. Tancla ,Jati Diri
5. Alamat

6 Nomor Telp I hanclphone
I. Keterangan ljin rvlenetapan
8. Semcntara (KIMS)

8. IDENTITAS 1\.I~NDARAANB~RMOTOR

1. 0 Polisi
2. tvlerl I Type
3. Jenis I\.endaraan
-t. Thn. Pembuatan / Pera -itan
5. lsi SiJinder / CC
6. \Varna I\.enclaraan
7. Warna Plat NomoI'
8. No l\fesin
9. No Rangka
10. Bahan Bakar")
o Rensin 0 GasjPertam,'L,(
o Solar 0 Lain-lain

C. JENIS PF..NDAFTARAN

o I"':endaraan Bani
o Mlitasi 'Iaslik

Tanggal Fiskal
o Ganti Pemilik
Nama Pemilik Baru
Alamat

o Ganti Mesin
o Harga Pembelian

Rlihah Fungsi

Hitam
o Rubah Rentuk

Sebelul11
Seslidah

: Rp .
: (I). Hitam ke I\.uning (2). I"':uningke

Denganini sayamenyatakan, bahwa data tersebut diatas benar dan apabila
tidak sesuaidengankeadaansebenarnyasayabersediadan sanggupdituntut
sesuaiketentuanperundang-undangan.

A. SPOFD 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN kKEUANGAN/ UPTD P3D 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH 

A. IDENTITAS PEMILIK 

|. Nama Lengkap Pemilik / Badan : 
2 Kebangsaan : 
3. Status Kepemilikan 
4, Tanda Jati Dari 

3. Alamat 

6G Nomor Telp / handphone 

7, Keterangan Ijin Menetapani 

4 Sementara (KIMS) 

&, IGENTITAS KENDARAAN BERMOTOR 

|, No Polisi 

2 Merk Tvpe 
3 Jermis kendaraan 

4 Thn. Pembuatan / Perakitan 

5 Ie Silinder / CC 

6. Warna kendaraan 

7. Warna Plat Nomor 

8. No Mesin 

UG. No Rangka 

10, Bahan Bakar”j , 

DO pensin DA Gas/ Pertamax 
DO Solar OI Lain-lain 

C. JENIS PENDAFTARAN 

DO kendaraan Baru 

O Mutasi Masuk 

Tangga! Fiskal 

Ganti Pemilik 

karma Pemilik Baru 

Alamat 

D Ganri Mesin 
Harga Pembelian 1 Bp siti 

Rubah Fungsi "(Ih Hitam ke kuning (2). Kkunmg ke 

Hita 

O Rubah Bentuk 

Sebelum 

Sesudah 

ni 
“3
 

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas benar dan apabila 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut 
sesuai ketentuan perundang-undangan.



................................. - ....

TAN 1):\ TERl M ..\

SU RAT PE~\;1RI':R1T:\HlJ.-\N013,H':\\ I'.-\JM;
D..\Ei<:\H ISPOPDI P":!3 D..\N BUNI\U

I,
No:
No. Pendart

T,II:(\a Tt'romil SI'OPD

I. I\ama
2. i\o. Polisi
3. l.alllp!ran

H. STN\, ..\sli
iI. Tallda .Jart Diri
(' Hukli L~Il1HS I'I\B!l3[~NI,n!S\\,I)I,i.L/f'enl11

d HPK13..\sli
('. Hasil (Iesekan:-.lo I\Hngha dan No. Mf'sin
f. Fakur / I,wiransi / Fisk:\!

g. Lain.Jain

...................... 20.

20.

!l. 1l1':NTUl..: D:\:-.I lSI SUK.\T PI.:t\lI)f.~I~lT..\liL' ..\t'i UH.lEI\ P:\J ..\K D..\Si< ..\H

Pi~NG f'::\11Af'i tSPOPD PI': N(j t:SAH:\N!
it nahan : HVS 70 (,ram
b. Wan"l : Pllrih
(' Tmta : Tililil \';sill1e bias,,"
d. Ukuran : Panj;'1ng : 16.'iIllTli

Lehar 2 I ;)111111

e. !)l'sign : 1':Jl)pal l)l'rst.~~ipanjal1g den!!,;.\!) kom;JUsl:;1 sdmgal bPrikul

Pad(\ h:lgian ,Has <1iCl'lak SPUPD I'ENGES.\II.\N :
DiiJa!l\\',: dice!:'lk IwrlUl'ut'lurul <;t-hagai bf'l'ikut:

l\Iama p•..milikjUadan Hllkum :

..\\<tma I :
i\~t'n\'atakan haIi\\',)kel1daraa n !JerrnOlOr dCll?an 1\0.

Polis:.... .' f\iillk kami I Kad.m i \ul.:um. tidak
rIlengalalTlj perubah<tn. Idclll.ilas Pl'mI1ik. Idl'IlUU!S

i\l'ndaraall Lknnolur d;'1l1 data kf'ppmillki\:l.
Dibagiall bawah kiri It'rdapat kala-kala sebag.\i heriku:

I\l'!c'rangan : :\pahila ll1engal:uni pl'lIbali:lll d<Jta
kendal'aan bermoTor agar rrwngisi blar:kn SPOPD:
i)i~;t.llt"jail kaniln k2.la kl'terClngal~ l:i ct'laktt'lllpa;.
lCInggai. bulan. dnn tahun ~'ang [11{'I1\'arnkan H'!:lpal

landa t<l:lP..'Hl.
Dlbaglal~ alas spbeJah kal~al~ 1('l'c('tak !w!'turllt Illr\lt

kl'bawil b
No Pol!si
l.arnpinll1 i}l'rkas

l-~ ST01I, Asl!
o 'rand:l .Jali [)iri Ash

J .

I. .............

ba Ka hi ai 1 Lte aedatatak Kl 

"| 

Klas 

TANI TERIMA | 

Tarda Teramiu SPOPN 

1. Kama 

£. Ko. Falisi 

3. Lampiran 
A. STNK Asli 
hh. Tanda dan Din 

C Bukti Lunas FKE/BDAKB/SW Ok. Per 

Il BPK Ash 
Petugas, 

tw. Hasil Gesekan No Kangka dan No. Mesm 

L Sakur | kutang 1! Fiskal 

g. lamn-lain 

HENTUK DAN ISP SURAT PEMBERITAHLAN OBJEK PAJAkK DAERAH 

PENGEAHAN (SPOPD PENGESAHAN) 

Fl Ftahan 

Do Warni 

ham 

d Ukuran 

L besien 

HVS 70 kita 

Purihi 

Tinta Visi biasa 

Panjang Wasarumi 
Latar # Aam 

Empat persew panjang denyan kompusis: sebagai behkut 

Pada bagian atas dicetak SPUPI PENGESAHAN 
Una dicetak bsturur turut sehagar berikut 

Yatita Pemihk/ Badan Hukum : 
Alan 

Menyatakan hahwa kendaraan bermotor dengan Ko 

Polisi, . Mibk kam / Badan Hukum, tidak 
mengalani perubahan, Identitas Pewulik. Idontitsas 

kendaraat Bermotor dan data kepemilikan 

Uibagian bawah kari terdapat kata ata sebagai beriku 
keterangan — Apabila mengalami peubahan data 
kendaraan bermotarn apa mengais blanko Spob3). 
Thsebelao kanan kata keterangan Ui retaktermpas. 
tanggal. bulan alan tahun Yang menyatakan teripat 

lada tangan 
Inbagan alas sebelah Hata terertak berturut turut 

kebawah 
No Pala 
Lampiran Berkas 

LC STNK Asli 

1 Tandadate Duri Asit 3 
3 

—-a ia 

Pen, 

SURAT PEMBERBITAHKAN OHJEK PAJAK Ng 
DAERAH (SPOPID PKB DAN BBXKB J No, Pendatt 

PAN.



B. SPOPD PENGESAHAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BADAN KEUANGAN / UPTD P3D

SUR..-\T Pr-:MB[;:I~1T;\IIUAN Of3.JF.I,
P:\J :\1" D:\E R:\H (SPOPD)

PI-:!) DAN HBN"'D

T.-\!'m.\ n.:lw .•1-\ i'!':NCiES:\H-\i'\
Sl! I~AT PEl\lI-W RITAll U:\N OIU F:i,

PA. J:'\1\. j)AL~ R:\ iI I

(SPOI'DI PI..:t3 DAN BH:"JI"n I
.'. --------_._---'):',- /

Yrtng Ht-'rt:mda lallgan dih;1\\'ah illi

Nal~l<lPcmiik/Hadan Hllkul1l

:\iall1<i ,

1'.1t'l.\'atakan bah\\a data 1-\('nc1araan
i3ennotol" deng,H1 NomoI" Pulisi I"T ...
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No. I'olisi :
Lammran lkrkas:

C :\TN!" :\sli

rlL.. Tanda .Iat i [)I:'i :\sli .
C .
D .

Tanjung Se\or .

Yang 111<~n\;lt;\kan

(...... ..1

B. SPOPD PENGESAHAN 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN/ UPTD P3D 

— — Spa 

3 PENGESAHAK F| TANDA TERIMA PENGESAHAN 

: SURAT PEMBERITAMUAS UHEK 

SURAT PEMBENITAHKLAN OBJEK : PMA DAERAH | 

| PAJAK DAERAH #SPUPLi :| POP PRE LAN DRA | 

L Uki DAN BBNkKE SA 8 

Yang Bertanda tangan dibawah an: : Ng. Polisi 

Nama Pemitk/ Badan Hukum oo ampar berkas 
Kama : 4 ATNWk Asli 

Ll Taruta at Dari Asli 

| 

2s 
Mencatakan benua data kendaraan 
Bermotor dengan Nomor Polisi KT 

Milikkami / Badan Mukum. Tuak 
mengalami peruhahan idenutas Pemilik, 

wWenmas kendaraan hermatar dan dala 
kenermilkar. 

Atuinla tdak sesua dengan kcadaan 
Soil Sa bersoda dan sanapup 3 
dituntut oo wsaal dengan ketentuan: Pe: Saba bi | 

Peraturan neundang-undangan 

Taryang Seler:,, 

Yang mensatikan 

P
a
 

Tanjung Selor... 

Yang mencarakan 

kene matan 

Apedaila mengatasi perubahan 

data kerdaraan Bermatot 

(aa ega blanko SPOPD



C. SKPD PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBNKB DAN SWDKLW

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI

UNTUK PELUNASAN PKB/BBBNKB, SWDKLW, BIAYA ADM STNK'

DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT:

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi

DIRLANTAS POLDA KEPALA BADAN KEUANGAN KEPALA PT. JASA
GORONTALO PROVINSI GORONTALO RAHARJA (Persero)

GORONTALO

NO.HP
Lembar

NO. SKUM 1
NO. KHOHIR

Untuk
Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) WAJIB PAJAK
POKOK SANKS I ADMINISTRASI JUMLAH

BBNKB

OPSEN

PKB

OPSEN PKB

SWDKLW

BIAYA ADM STNK

BIAYA ADM TNKB

DITETAPKAN TGL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR

I NOMOR REOISTRASI

NAMA PEMILIK

MEREKITYPE

JENIS/MODEL

TH. PEMBUATAN/PERAKITAN:

lSI SELINDER/HP

WARNA KB

NO.RANGKA

NO. MESIN

I BERLAKU SAMPAI

BAHAN BAKAR

WARNATNKB

NO. REG LAMA

BERAT KB

JUMLAH SUMBU IAS
JBB/PENUMPANG

No: 24-00001 SAMSAT PROVINSI

GOORNTALO

...............................

CLC. SKPD PENETAPAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/ BENKB DAN SWDKLLJI 

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI 

UNTUK PELUNASAN PKB/ BBBNKB, SWOKLLJ, BIAYA ADM STNK' 

DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT : 

| NOMOR REGISTRASI 

| NAMA PEMILIK 

MEREK/TYPE : BAHAN BAKAR 

JENIS/ MODEL 5 WARNA TNKE 

TH, PEMBUATAN/PERAKITAN: NO. REG LAMA 

ISI SELINDER/HP : BERAT KB 

WARNA KB JUMLAH SUMBU/AS 

NG RANGKA , JBB/ PENUMPANG 

NG, MESIN 

BERLAKU SAMPAI | 

No: 24-0090 1 SAMSAT PROVINSI 
GOORNTALO 

NO.HP Laba 

NO. SKUM 1 

NO, KHOHIR 
Untuk 

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) WAJIB PAJAK 

POKOK | SANKSI ADMINISTRASI | JUMLAH 

BENKE 

OPSEN 

PkB 

OFSEN PKE 

SWDKLLJ 

BIAYA ADM STNK 

BIAYA ADM TNkKB 

DITETAPKAN TGL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR 

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi 

EHRLANTAS POLDA 
GORONTAL9 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
PROVINSI GORONTALO 

KEPALA PT. JASA 
KAHARJA (Persero 

GORONTALO 



D. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGANf UPTD P3D

Nomor: . Kepada,
Yth: .

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, tanggal.. ..... ternyata saudara belum melunasi PKB atas :
Kendaraan Bermotor
Nomor Polisi
Nomor Kohir
Nomor Skum
Jenis Pungutan Pokok Sanksi Adm Jumlah

PKB
Jumlah yang hams dibayarkan*)

Jatuh tempo pembayaran : .

Jumlah tersebut belum termasuk

SWDKLW, Biaya STNKB dan TNKB

Tempat Pembayaran .

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
P3D

PROVINSI GORONTALO

NIP .

----------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No.

STATUS

NomoI' Polisi / Registrasi
KEND:\RAAN
Namct

Alarnal
No. KoiJir / Sl<urn
Tanggal Pencrhitan
Naronr Telp Rumah/HP/Kantor:
Tgi Ditcrima / Dikembalikan

WA.lln 1',\.1:\1' I KU:\S,\

( .•.............•.........•....•.... j

[J L""P()IC\~.\\ ',\1.

o Itl:'>.\ K

'J IIjLA\(j

J f.:;':Cf'i..\Ko\A\ 10\1:,\

LJ .\1.'\\1.\ 1 fll)\ I.: 11.1..\\

PETUGAS DILUAR DINAS

t j

D. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STFL) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KEUANGAN/ UPTD F3D 

Nomor... Kepada. 
bi Dn TON 

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, tanggal....... ternyata saudara belum melunasi PKB atas : 
Kendaraan Bermotor | 
Nomor Polisi 

Nomor Kohir 
Nomor Skum S5 
Jenis Pungutan Pokok Sanksi Adm Jumlah 

PKB 

| Jumlah yang harus dibayarkan") Sa 

Jatuh tempo pembayaran : ......... Tempat Pembayaran....... 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

F3D 

PROVINSI GORONTALO 

Jurnlah tersebut belum termasuk 

SWDKLLJ, Biaya STNKB dan TNKB NIP 

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN 
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH iSTPDj 

Ko 

STATUS 

Yartur Pohsi / Kepistrasi D. KARLAN IAI 

KENDARAAN Omah 

Kama - LN TA Gr an 

Alamat TI KEOFLAKAAN DARA 

Ng, Kotur f/ Skum PB Ae AA PAKE Aa 
Tanppail Penerbitan 2 a 

Nomor Telp Rumah/ HP/ kantor: bia 
Tel Ehterima / Dikembalikan 

Ni PETUGAS DILUAR DINAS



A. SURAT PEMBERIT AHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
BADANKEUANGAN

(Kop Masing-Masing UPTD P3D)
(Alamat UPTD)

No. SPOPD .

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

KepadaYth,
Kepala Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo
di-

Gorontalo
A. IDENTITAS PAJAK

Nama
Perusahaan
Alamat
Lokasi
Pengambilan
Jenis Usaha
Telp/Hp/WA

Objek Lama
Volume Pemanfaatan Bulan lni

D

B. PENDAFTARAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
Jenis
Pendaftaran

D

D

Objek Baru
Tanggal Mulai Pemanfaatan
Jumlah Intake
Volume Pemakaian Perbulan
Total Pemakaian

Penghentian Pemanfaatan Air
Pemakaian
Tgl/Bln/Thn Penghentian
pemanfaatan AP

C. JENIS DAN SPESIFIKASI POMPA

II. POMPA PRODUKSI

a. Merk

b. NO/Series/Model

c. Kapasitas

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAEKAH (SPOPD) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KEUANGAN 

(Kop Masing-Masing UPTD P3Dj 
(Alamat UPTD 0. 

OPO EN aa hasan 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) 

PAJAE AIR PERMUKAAN 

Kepada Yth, 

Kepala Badan Keuangan 
Provinsi Gorontalo 

di- 

Gerontalo 
A. IDENTITAS PAJAK 

Mama Pi HE EN bk 

Perusahaan Aa na an Aa Sapa NG An Pan PENA PPT 
Alamat 

Lokasi 

Pengambilan 

Jenis Usaha A3 ea 
Tepi WA aan Ea 

BE. PENDAFTARAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN 

Jenis an 

Pendaftaran — : L | Objek Lama 
Volume Pemanfaatan Bulan Ini 

(1) objek Baru 
Tanggal Mulai Pemanfaatan 

Jumlah Intake 

Volume Pemakaian Perbulan 
an Total Pemakaian 

Penghentian Pemanfaatan Air 
Pemakaian 
Tgl/Bin/Thn Penghentian 

pemanfaatan AP 

C. JENIS DAN SPESIFIKASI POMPA 

Il. POMPA PRODUKSI 

a. Merk 

b.. No/Series/ Model 

Cc. kapasitas



d. Tahun Pembelian

e. Jam Operasional

III. POMPA KEBUTUHAN DOMESTIK/MCK

a. Merk

b. Noj Seriesj Model

c. Kapasitas

d. Tahun Pembelian

e. Jam Operasional

. , 20 .
Wajib Pajak

( )

*Dengan ini menyatakan, bahwa data tersebut di atas adalah benar dan
apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedua dan sanggup
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

-----------------------------------------------Potong Di Sini ---------------------------------------------

No
No. Pendaftar

Tanda Terima SPOPD

1. Nama
2. Alamat
3. Lampiran

Ket:

a. Copy Identitas
b. CopySIUP
c. Copy Izin PemanfaatanAir Permukaan
d. Lain-Lain

............................... 20.....
Kasi PenetapanjPetugas

( )

Berdasarkan lampiran pada Peraturan Gubemur Provinsi Gorontalo ini.

Tembusan:
Arsip

d. Tahun Pembelian 

e. Jam Operasional 

II. ' POMPA KEBUTUHAN DOMESTIK/MCK 

a. Merk 

b. No/Series/ Model 

c. Kapasitas 

d, Tahun Pembelian 

2. Jam Operasional 

Wajib Pajak 

“Dengan ini menyatakan, bahwa data tersebut di atas adaiah benar dan 
apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedua dan sanggup 
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

2 #EEH mam no nnamammaaa Potong Di Sini —--—-—-—---—--5.55000000.50”mes 

Na 

Ng, Pendaftar 
Tanda Terima SPOPL 

1. Nama 

2. Mamat 

3. Lampiran a. Copy Identitas 

b. Copy SIUP 

c. Copy Isin Pemanfaatan Air Permukaan 

d. Lain-Lain 

Pe ak Ha aa 

Kasi Penetapan/ Petugas 

AA Pa | 

Ket : 

Berdasarkan lampran....... pada Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo ini. 

Tembusan: 

Arsip



B. SURAT PENETAPAN OBJEKPAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Nomor
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Peruntukan
Bulan / Tahun

PERHITUNGAN PAJAK

Jenis Volume NPA TarifPajak Pajak

Pungutan ( M3) (Rp) (Rp) Terutang

PAP
Jumlah

Ditetapkan di
Pada Tanggal

An Kepala Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo

Kepala UPTD P3D .

(. )

NIP .

B, SURAT PENETAPAN OBJEK PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPDj 

PAJAK AIR PERMUKAAN 

Nomor 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 

Mama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

Peruntukan 
Bulan / Tahun 

PERHITUNGAN PAJAK 

Jenis Volume NPA Tarif Pajak ”— | Pajak | 
Pungutan ”— (IM) (Rp) IRpi . Terutang | 

FAP | 

Jamlah | 

Ditetapkan dn Howeoobcawengtnaomantanamrewakkarggann 

Perdana Tete nepennonoongeneeonkanenakpnaaan sanak 

An Kepala Badan keuangan 
Provinsi Gorontalo 



C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
BADAN KEUANGAN

Nomor : ... .j ... .j ... j ... Kepada
Yth .

Berdasarkan ketetapan pajak yang tercantum pada SKPDTanggal. .
Saudara beIum melunasi Pajak Air Permukaan atas :

Nomor
NamaWajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Peruntukan
Bulan j Tahun

PERHITUNGANPAJAK

Jenis Volume NPA Tarif Pajak Pajak

Pungutan ( M3) (Rp) (Rp) Terutang

PAP
Jumlah
Sanksi Adm
Denda PAP
Jumlah

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

An Kepala Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo

Kepala UPTDP3D .

r )
NIP .

C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KEUANGAN 

Nomor E enegdohaama ph at Kepada z 

Berdasarkan ketetapan pajak yang tercantum pada SKPD Tanggal... 
Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan atas : 

Nomor 

Nama Wajib Pajak 

Alamat Wajib Pajak 
Nama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

Peruntukan 

Bulan / Tahun 

PERHITUNGAN PAJAK 

Jenis Volume NPA Tarif Pajak Pajak 
Pungutan (M3) (rp! (Rp) Terutang 

| PAP 
Jumlah 
Sanksi Adm 
Denda PAP 

Jumlah 

Jatuh Tempo Pembayaran : 

Tempat Pembayaran : 

An kepala Badan Keuangan 

Provinsi Gorontalo 
Kepala UPTD P3D....... 

Mena MEA | 



TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN

Nomor
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Peruntukan
Bulan / Tahun

Wajib Pajak/Kuasa

( )

Petugas Badan Luar

( )

TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR 

PERMUKAAN 

Nomor 

Nama Wajib Pajak 

Alamat Wajib Pajak 

Nama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

Peruntukan 

Bulan / Tahun 

Wajib Pajak/ Kuasa Petugas Badan Luar



D. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM(PDAM)

a. s.d 250.000 m3 125/m3

2. Pembangkit Listrik

Pembangkit Listrik PLN dan Non PLN Rp 50/ KWh

3. PT. Pertamina dan para kontraktomya untuk Rp. 100,-/m3

industri Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Volume dan Harga Dasar Air Per M3
NO JENIS USAHA

0-100 101- 500 501 - 1000 >1000

1 NON NIAGA 125 325 350 400

2 NIAGA KECIL 350 450 450 550

3 INDUTRI KECIL 500 600 800 1000

4 NIAGA BESAR 550 650 850 1050

5 INDUSTRI BESAR 600 700 900 1100

D. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA) 

4! PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMIPDAM) 

ad 350.000 m3 125 im 

2. | Pembangkit Listrik 

Pembangkit Listrik PLN dan Nan PLN Rp 50/ kwh 

Fil PT, Pertamina dan para konttaktornya untuk | Rp. 190,-/m 

industri Pertambangan Minyak dan Gas Alam 

NO | JENIS USAHA 
Volume dan Harga Dasar Air Per M3 

sI0gO O-100 101 - 500 501 -1010 | 

1 | NON NIAGA 125 325 350 400 

2 | WAGA KECIL 350) 4s0 A50 550 

3 | INDUTRI KECIL “500 600 800 Aan 

—4 | maGaBesaR 550 650 850 1950 

5 | INDUSTRI BESAR Sbd 700 809 1100 



A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB)

PEMERINTAH PROVINSI GOORNTALO
BADAN KEUANGAN

Jl.Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo
Https :/ / bkpg.gorontaloprov.go.id
Email: bkpgprovgtlo@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(SKPDKB-PBBKB)

NOMOR .
NAMA WAJIB PAJAK .
ALAMAT .
NO. PELANGGAN .
PENYEDIA BBM .
PAJAK KURANG BAYAR: .

RINCIAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK KURANG BAYAR PADA
POKOK PBBKB
DENDA PBBKB
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR

I JATUH TEMPO:

: Rp .
: Rp .
: Rp .

TEMPATPEMBAYARAN:

ATAS NAMA
NOMOR REKENING

GORONTALO, .
KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI
GORONTALO

NIP .

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BAHAN 

BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB) 

PEMERINTAH PROVINSI GOORNTALO 
BADAN KEUANGAN 

JLSapta Marga Kelurahan Botu kota Gorontalo 
Https :// bkpg.gorontaloprov.go.id 

: Email: bkpsprovetodemail.com 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 
(SKPDKB-PBBKB) 

NOMOR 3 Eee aan 

NAMA WAJIB PAJAK Kim Naba 

ALAMAT Nae bina 

NO, PELANGGAN PAN aa ERA 

PENYEDIA BBM Baek 

PAJAK KURANG BAYAR: abaaan 

RINCIAN PAJAK KURANG BAYAR 
PAJAK KURANG BAYAR PADA 
POKOK PBBKB Rp aka 
DENDA PBEKBE BP kenakan 
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR: RP soo 

| JATUH TEMPD : TEMPAT PEMBAYARAN : 
ATAS NAMA 
NOMOR REKENING 

CA NEPAAN eror ne eserenenaa 

KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI 

CGORONTALG

mailto:bkpgprovgtlo@gmail.com


B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN

JI. Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo
Https :/ / bkpg.gorontaloprov.go.id
Email: bkpgprovgtlo@gmaiI.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(SKPDLB-PBBKB)

NOMOR .
NAMA WAJIB PAJAK .
ALAMAT .
NO. PELANGGAN .
PENYEDIA BBM .
PAJAK KURANG BAYAR: .

RINCIAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK LEBIH BAYAR PADA
POKOK PBBKB
DENDA PBBKB
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR

I JATUH TEMPO:

: Rp .
: Rp .
: Rp .

TEMPAT PEMBAYARAN :

ATAS NAMA
NOMOR REKENING

GORONTALO, .
KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI
GORONTALO

NIP. . .

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BAHAN 

BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN 

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo 
Https :// bkps.gorontaloprov.go.id 
Email: bkeeprovetlowamail. com 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

(SKPDLB-PBBKEB) 

MOMOR ia 

MAMA WAJIB PAJAK Na Pa Na 

ALAMAT F peamanantana tangaaaN 

NO. PELANGGAN 8 AMan nana nN angan 

PENYEDIA BBM N eaanan pan Keamnnnya 

PAJAK KURANG BAYAR ska 

RINCIAN PAJAK LEBIH BAYAR 
PAJAK LEBIH BAYAR PADA 

POKOK PBBKBE Mp aa 

DENDA PBEKBE Ba Pee an 

JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR RP son 

JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : 

ATAS NAMA 2 

NOMOR REKENING 

OA an as 

KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI 
GORONTALO

mailto:bkpgprovgtlo@gmaiI.com


c. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN

Jl. Sapta Marga KeIurahan Botu Kota GorontaIo
Https :/ / bkpg.gorontaloprov.go.id
Email: bkpgprovgtlo@gmail.com

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(STPD-PBBKB)

NOMOR .

NAMA WAJIB PAJAK .
ALAMAT .
NO. PELANGGAN .
PENYEDIA BBM .
PAJAK KURANG BAYAR: .

RINCIAN PAJAK TERUTANG
POKOK PBBKB
DENDA PBBKB
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR

I JATUH TEMPO:

: Rp .
: Rp .
: Rp .

TEMPATPEMBAYARAN:
ATAS NAMA
NOMOR REKENING

GORONTALO, .
KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI
GORONTALO

NIP .

C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN 
BERMOTOR (SKPDKB-PBBKB) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN 

Jl, Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo 
Https :// bkpg.gorontaloprov.eo.id 

Email: bkpsproverior gmail, Cam 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

ISTPD-PBBKB) 

NOMOR ANTENA 

NAMA WAJIB PAJAK — Dasi 
ALAMAT N pak anne 

NG. PELANGGAN MERE emak 

PENYEDIA BBM 1 Lnpetpee kanan 

PAJAK KURANG BAYAR ! soo 

RINCIAN PAJAK TERUTANG 

POKOK FBBKE PRP sanidananayan 
DENDA PBBKB NB ea 
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR 1 Rp sana 

JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYAKR SE 

ATAS NAMA 
NOMOR REKENING 

GORONTALO enam ini 

KEPALA BADAN KELANGAN PROVIKNSI 

GORONTALO

mailto:bkpgprovgtlo@gmail.com


D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN

Jl. Sapta Marga KeIurahan Botu Kota Gorontalo
Https :/ / bkpg.gorontaloprov.go.id
Email: bkpgprovgtlo@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
UNTUK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

1. NAMA WAJIB PUNGUT

ALAMAT WAJIB PUNGUT

PERIODE

NPWPD

II. PERHITUNG AN PBBKB TERUTANG BERDASARKAN JENIS DAN
VOLUME PEMAKAIAN BAHAN BAKAR

NO JENIS VOLUME PAJAK JUMLAHPAJAK KETERANGAN

BBNKB (LITER) PERLITER TERUTANG

1
2
3
4
5
JUMLAH

Terbilang:

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Kepala Badan Keuangan
Provinsi Gorontalo

( )
NIP. .. .

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN 

Jl, Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo 
Https :// bkpe.sorontaloprov.go.id 

Email: bkppprovetioegm at. com 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

UNTUK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

1. NAMA WAJIB PUNGUT 

ALAMAT WAJIB PUNGUT 

PERIODE 

NFWPD 

ILPERHITUNGAN PBBKB TERUTANG BERDASARKAN JENIS DAN 

VOLUME PEMAKAIAN BAHAN BAKAR 

NO| genis | voLuME | PAJAK | JUMLAHPAJAK | KETERANGAN 
BENKB | (LITER) | PERLITER |” TERUTANG Ke 2 

— 2 | —— —n — ———— ia — 4 —— 

# | | - 25 —— 
4 | — 
5 — | 

OSIUMAH |— To PL —1 
Terbilang : Bi: 

Ditetapkan di : 

Pada Tanggal : 

kepala Badan Keuangan 

Provinsi Gorontalo

mailto:bkpgprovgtlo@gmail.com


Goorntalo

Kepada
Kepala Badan Keuangan
Di-

E. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAANBERMOTOR

PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
BADAN KEUANGAN

JI. Sapta Marga KeIurahan Botu Kota Gorontalo
Https :/ / bkpg.gorontaloprov.go.id
Email: bkpgprovgtlo@gmaiI.com

SURATPEMBERITAHUANPAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAKBAHAN BAKARKENDARAANBERMOTOR

N.P.W.P.D

NO.SPTPD
Masa Pajak
Tahun Pajak

PERHATIAN:
1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada

Badan Keuangan Provinsi Goomtalo paling lambat pada tanggal 20
bulan berikutnya (SelfAssesment)

3. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan
dilakukan Denda untu WPyang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH PT ( PENYEDIABBKB)
B.

1. Data Objek Pajak

No.

1

NamaBBKB

2

Volume
(Ltr)
3

Bulan

4

Harga Jual
(Rp.)

5

1 Premium

2 Solar-Industry

Solar-Transportasi

3 Dexlite

4 Pertamax

5 Pertamax-Plus

. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BADAN KEUANGAN 

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kota Gorontalo 
Https :// bkpg.gorontaloprov.go.id 
Email: bkpeprovetidagmail.com 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

N.P.W.P.D 

Kepada 
No. SPTPD : Kepala Badan Keuangan 

Masa Pajak : Di- 
Tahun Pajak Goorntalo 

PERHATIAN : —— 
1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis huruf CETAK. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada 
Badan Keuangan Provinsi Goorntalo paling lambat pada tanggal 20 

bulan berikutnya (Self Assesment) 
3. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan 

(A, DIISI OLEH PT. soo ( PENYEDIA BBKB) | 
B. 

|, Data Objek Pajak — 

No. Nama BEKB Volume | Bulan Harga Jual 

— (Ltr) (Rp.| 
l 2 3 4 5 

IT | Premium ' | 

2 Solar-Industry 

Solar-Transportasi 

3 | Dexlite 

4 | Pertamax 

5 Pertamax-Plus 

mailto:bkpgprovgtlo@gmaiI.com


C. DIISI OLEHWAJIB PAJAK.( Self Assesment)

1. Jumlah pajak terhutang untuk masa Pajak Sebelumnya ( akumulasi
dari awal MasaPajak dalam Tahun Pajak tertentu )

Masa
Harga

TarifPBBKB
Pajak

No.
Pajak

NamaBBKB Jual
(sesuaiperda)

Terhutang
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

2. Jumlah pajak terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa
Pajak sekarang ( Lampirkan foto copy dokumen )

Masa Nama Harga
Pajak

No. Tarif PBBKB(sesuaiPerda) Terhutang
Pajak BBKB Jual (Rp.) Tarif PBBKB(sesuaiPerda) (Rp.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

D.PERNYATAAN

Denganmenyadari sepenuhnya akan segalaakibat termasuk sanksi-sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sayaatau
yang sayaberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami bertahukan
tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Goomtalo,
......... .,..,....... .,20.,.

(................................. )

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK. ( Self Assesment | 

Ii, Jumlah pajak terhutang untuk masa Pajak Sebelumnya ( akumulasi 
dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu | 

No. 2 Nama BBKB pa Be an Ha ai 
(Rp.| (Rp- 

Ki 3 7 5 A 

IT | i 
3 | 

| 
3 

5 : 

2, Jumlah pajak terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa 
Fajak sekarang | Lampirkan foto copy dokumen | 

W Mein | Nama Harga | Tarif PBBKBIsesuai Perdaj | Fa 
2. | Pajak | BBKB | Jual (Rp.) Tarif PBBKBIsesuai Perdaj Ta 

1 Ip 3 4 5 ole 
i | 
2 
3 

— 
| 

di 

——— — 

| 

D. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau 
yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami bertahukan 
tersebut beserta lampiran-lampireannya adalah benar, lengkap dan jelas. | 

doontalo, 

20... | 

Pemesan sesesu nya sei | 



Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki :

Self Assesment ( menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Oiterima Tanggal :

Nama Petugas

NIP

( )

E. OIlSI OLEH PETUGASPENERIMA

-----------------------------------------~7tti7t!1 clisi7ti---------------------------------------

No. SPTPO .

NPWPO
Nama
Alamat

Gorontalo, 20 .
Yang menerima

( )

GUBERNURGORONTALO,

RUDI SALAHUDIN

| Self Assesment (| menghitung dan menetapkan pajak sendiri | 

Diterima Tanggal : 

Nama Petugas 

NIP 

| bebek | 

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA 

-— - apariting diSifi--e seen senen nenen nnnn an. 

Aan dab ad 3 MAAN PS AE TI 

NPWFPD 

Nama 

Alamat 

Gorontalo kn 20 

Yang meherima 

Kan (NT Mp Heni KIA | 

GUBERNUR GORONTALO, 

RUDI SALAHUDIN 



a. Bahan
b. Wama
c. Tinta
d. Ukluran
e. Design

D.

PETUNJUKPELAKSANAPEMUNGUTANPAJAKALATBERAT

I. BENTUK DAN lSI SPOPD

: HVS 70 Gram
: Putih
: Tinta Visible biasa
: Panjang : 330 mm Lebar : 215 mm
: Empat persegi panjang dengan komposisi sebagaiberikut :
ldentitas Pemilik :

1. Nama Lengkap PemilikjBadan;
2. Kebangsaan;
3. Status Kepemilikan;
4. Tanda Jati Diri;
5. Alamat;
6. Nomor Hand Phone;
7. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS)

E. Identitas Kendaraan Bermotor :
1. MerkjType;
2. Tahun PembuatanjPerakitan;
3. lsi Silinder j CC;
4. Nomor Mesin & Nomor Rangka;
5. Bahan Bakar;
Bensin Campur
Solar Gas j Pertamax
Listrik Lain-lain

........................... 20 .
WAJIB PAJAK j KUASA

( )

- Pada bagian terakhir terdapat kata-kat :
Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar
dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenamya saya bersedia dan
sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

- Dibagian bahwa SPOPD terdapat kolom tanda terima dengan komposisi
sebagai berikut: TANDA TERIMA SPOPD NOMOR. No.
Pendaftaran .

Tanda terima SPOPD
1. Nama;
2. Lampiran;

a. Identitas Diri;
b. Bukti Lunas PKBjSWDKLWjPremi
c. Hasil gesekanNo. Rangka dan No. Mesin;
d. Faktur j Kwitansi j Fiskal
e. Lain-lain

................. 20 .
Petugas

( )

PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT 

I. BENTUK DAN ISI SPOPD 

a. Bahan : HVS 70 Gram 

b, Warna : Putih 

Cc. (Tinta : Tinta Visible biasa 

d. Ukluran : Panjang : 330 mm Lebar 1215 mm 

e, (Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut : 

D. Identitas Pemilik : 

Nama Lengkap Perulik/ Badan, 

Kebangsaan, 

Status Kepemilikan: 
Tanda Jati hri: 

Alamat: 

Momor Hand Phone: 

, Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS)| 

E. Kientitas Kendaraan Bermotor : 

A
p
a
a
n
 

l. Merk/Type: 

2, Tahun Pembuatan Perakitan, 

3. Isi Silinder / CC: 

4, Nomor Mesin & Nomor Rangka, 

5. Bahan Bakar, 

Bensin Campur 
Solar Gas / Pertamax 

Listrik Lain-lain 

- Pada bagian terakhir terdapat kata-kat : 
Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar 

dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan 

sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan peruhdang- 

undangan. 
- Dibagian bahwa SPOPD terdapat kolom tanda terima dengan komposisi 

sebagai berikut: TANDA TERIMA SPOPD asa NOMOR. .. Mo: 

Pendaftaran..........: 

Tanda terima SPOPD 

1. Nama, 
2. Lampiran: 

A. Identitas Diri: 

tb, Bukti Lunas PKB /SWDKLLJ / Premi 

Cc. Hasil gesekan No. Rangka dan No. Mesin, 
d, Faktur / Kwitansi / Fiskal 

e, Lain-lain



A. SKPD PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAB

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI

UNTUK PELUNASAN PAB :

NOMOR IDENTITAS

NAMA PEMILIK

ALAMAT

No: 00000

NO.URUT

NO. SKUM

NO. KOHIR

PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO

MEREK/TYPE

JENIS/MODEL

TH. PEMBUATAN/PERAKITAN:

lSI SELINDER/HP

NOMOR UNIT

WARNAAB

NO. RANGKA/NIK

NO. MESIN

I BERLAKU SAMPAI

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

POKOK PAB SANKSl ADMINISTRASI JUMLAH

DITETAPKAN TGL PETUGASPENETAPAN KOREKTOR

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi

KEPALA BADAN KEUANGAN
PROVINSI GORONTALO

A: SKFD PENETAPAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAB 

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI 

UNTUK PELUNASAN PAB : 

NOMOR IDENTITAS 

NAMA PEMILIK 

ALAMAT 

No: OO000 PEMERINTAH PROVINSI 

GORONTALO 

NO. URUT 

NO, SKUM 

NO. KOHIR 

MEREK/TYPE 

JENIS/ MODEL 

TH. PEMBUATAN/ PERAKITAN: 

ISI SELINDER/HP 

NOMOR UNIT 

WARNA AB 

NO, RANGKA/ NIK 

NO, MESIN 

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah| 

POKOK PAB SANKSI ADMINISTRASI JUMLAH 

DITETAPKAN TGL PETUGAS PENETAPAN KOREKTOR 

BERLAKU SAMPAI 
PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
PROVINSI GORONTALO 

Ting noona near 



B. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN / UPTD P3D

Nomor: . Kepada,
Yth: .

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, tanggal.. ..... temyata saudara belum melunasi PKB atas :
Kendaraan Bermotor
Nomor Polisi
Nomor Kohir
Nomor Skum
Jenis Pungu tan Pokok Sanksi Adm Jumlah

PAB
Jumlah yang harus dibayarkan*)

Jatuh tempo pembayaran : . Tempat Pembayaran .

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD)

P3D
PROVINSI GORONTALO

----------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No.

NomoI' Polisi / Registrasi
KE~ND:\R:\AN
Nama

Alarnal
No. l\ohir / Skurn
Tanggal PeI1crbil<l1l
NomoI' Telp Rumah/HP/h:anwr:
Tgl Dilerima / Dikembalikan

W..\.J1B 1':\.1:\1\ I r.:l::\~:\

( 1

STATUS
U L.;I)lll{"\~ .n:,\!

o RL''''.\K

CJ IIiIA \(,

Q t-.:t:Cf'i ..\f-•.\.\'\ I AKA

U .\1..\\1.\I rlll-\K JLI.'\~

PETUC.AS DILUAR DINAS

t )

B. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

BADAN KEUANGAN/ UPTD PSD 

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, tanggal....... ternyata saudara belum melunasi PKB atas : 

Kendaraan Bermotor 

Ngmor Polisi 
Nomor Kohir 

Nomor Skum 
Maa ea Pe 

Jenis Pungutan Pokak Sanksi Adm — (Jumlah 
3 PAB 
(Jumlah yang harus dibayarkan”) 

Jatuh tempo pembayaran | ......... Tempat Pembayaran,...... 

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH (UPTD) 
P3D 

PROVINSI GORONTALO 

ya Ae en Te ma Mm Gi “im mmm ok Bm Dea om Kam mm ma Te pg rn Te ma ja “oa al me Sg pe aa TA Ta Pr LL LL LL EL ea 

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STFD) 

eta 

Ju Us 

Nomor Poli / Repistrasi D KARORAN AI 

KENDARAAN TI Sak 

Kama - Tirai 

Alamat T KECETAKAAN TAKA 

No. Kohir / Skum UI ALAMAT TINAK ET AS 
Tanggal Pencrbnan 

Namor Telp Rumah/ HP Kare 

Tel Dierma / Dikembahkan 

Ld
 

WAN: AJA /BUASA PETUGAS DILUAR DINAS



LAMPIRANV
LAMPIRANPERATURANGUBERNURGORONTALONOMOR

.. TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALONOMOR I

TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

FORMULIRSURATPEMBERITAHUANRETRIBUSIDAERAH

Nomor dan TanggaI
Masa Retribusi
Tahun Retribusi

SURATPEMBERITAHUANRETRIBUSIDAERAH (SPTRD) j PERMOHONAN

Kepadayth:
Kepala .

Di-
Gorontalo

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama
Alamat

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaianjpemanfaatan

Berupa
Objek Retribusi
LuasjJumlah
PenggunaanUntuk
Jangka waktu

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai
PerdaPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Goomtalo Nomor 1Tahun 2024 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
.................. serta menanggung segalabiaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan
persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yamng saya beri
kuasa.

kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal

Dikembalikan tanggal
Wajib Retribusi

Keterangan
Lembar I : Untuk SKPDPengelola

LAMPIRAN V 

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 

. TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 

TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 

Nomor dan Tanggal 
Masa Retribusi 

Tahun Retribusi 

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD | / PERMOHONAN 

Gorontalo 
Yang bertanda tangan dibawah ini kami : 

Nama 

Alamat 

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian/ pemanfaatan 

Berupa 
Objek Retribusi Ken Bee AT aan ala Ba sai Se 
Luasf/Jumlah Pa Eau TE kea EK  a 

Penggunaan Untuk ea Ea Anti ena then niat Ia mi 
Jangka waktu Ne Peak Kant ejaan kena Whhona ah 

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai 
Perda Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Goorntalo Nomor 1Tahun 2024 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

| serta menanggung segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan 
persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yamng saya beri 

kuasa. 
kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih, 

Tiikembalikan tanggal 
Wajib Retribusi 

Keterangan 
Lembar I : Untuk SKPD Pengelola



PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
SKPD .

SURATKETETAPANRETRIBUSIDAERAH( SKRD)

Nomor Ketetapan dan Tanggal
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama
2. Instansi
3. Alamat

B. OBJEK RETRIBUSI
1. Jenis Retribusi
2. Lokasi

C. KETETAPANRETRIBUSI
Jumlah KetetapanRetribusi Rp .
Yang harus di bayar.
Dengan huruf .

D. PEMBAYARAN
1. Pembayaranmelalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima

Pembantu pada SKPDyang melakukan pungutan Retribusi Daerah dan/ atau
UPTSKPD.

2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 1%per bulan

3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dual hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB
di terbitkan

Kepala SKPD/UPT

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembar III

: Untuk Wajib Retribusi
: Seksi/Petugas yang menangani Retribusi
: Arsip

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (| SKKRD | 

Momor Ketetapan dan Tanggal 
Bulan clan Tahun 

A WAJIB RETRIBUSI 

1. Hama PN aa Ea 

2. Instansi Ea NN na TE NN TI Tp 

3. Mamat AN ep TAP IE re PA EA 

E. GEJEK KETRIBUSI 
1 Jenis Retribusi 2 Pa aa Aa Ma Wa HAN PL Ra ah 

2. Lokasi AN Ne SA aa KU 

C- KETETAPAN RETRIBUSI 
Jumlah Ketetapan Retribusi Rp cooooo.o—moommo.m.#moo 

Yang harus di bayar, 
Aa Kn Rn aa NN PN ni Dn 

D- PEMBAYARAN 
l. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima Bendaharawan Penerima 

Pembantu pada SKPD yang melakukan pungutan Retribusi Daerah dan/atau 
UPT SKPD. 

2 Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi adminisnasi berupa 
bunga sebesar 195 per bulan 

3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) han setelah tanggal SKED/ SKRDKE 
di terbitkan 

Kepala SKPO/UPT 

Keterangan : 

Lembar I : Untuk Wajib Retribusi 
Lembar II : Seksi/ Petugas yang menangani Retibusi 
Lembar III 1 Arsip



PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
SKPD .

TANDABUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI .

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama / Instansi .
2. Alamat .
3. Jumlah : Rp .

DenganHuruf .
4. Untuk Membayar : Retribusi .

( Dasar PerdaNomor Tahun 2023 )
5. Nomor dan Tanggal SKRD
6. Objek Retribusi

Wajib Retribusi
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan
PenerimaPembantu

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembaran III

: Wajib Retribusi
: Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu
: Seksi/Petugas yang menangani Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
BPI nan bea PE na np mapan aa 

Pe Pa laa 

Tanda terima dari Wajib Retribusi : 

l, Nama” / Instansi Foke amen ena ta naa 
2, Alamat aa Pa Pp Aa Pa MA 
3. Jumlah Naila aa 

4. Untuk Membayar BR ODANS aer ena naa 

3, Nomor dan Tanggal SKRD 3 Leo eranreereentmeaa 

6. Objek Retribusi Sain an abi at 

Wajib Retribusi Bendaharawan 
Penerima/ Bendaharawan Penerima Pembantu 

Lembar 1”: Wajib Retribusi 
Lembar II ' Bendaharawan Penerima) Penerima Pembantu 
Lembaran Il: Seksif/ Petugas yang menangani Retribusi



PEMERINTAHPROVINSIGORONTALO
SKPD .

SURATTAGIHANRETRIBUSIDAERAH( STRD)

Nomor Tagihan dan Tanggal
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama
2. Instansi
3. Alamat

B. OBJEK RETRIBUSI
2. Jenis Retribusi
3. Lokasi

C. TAGIHAN RETRIBUSI
Jumlah Tagihan Retribusi Rp .
Yang harus di bayar.
Denda (10/0) Rp .
Jumlah Keseluruhan Rp .
Dengan huruf .

D. PEMBAYARAN
Pembayaranmelalui Bendaharawan PenerimajBendaharawan PenerimaPembantu
pada SKPDyang melakukan pemungutan Retribusi Daerah danj atau UPTSKPD

Kepala SKPDj UPT

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembar III

: Wajib Retribusi
: Seksij petugas yang menangani Retribusi
: Arsip

Pa an an na PAN Pa ANA ana i 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD | 

Namor Tagihan dan Tanggal 
Bulan dan Tahun 

A. WAJIB kETMIBUSI 

l. Sama 

4. Instansi Ba aa ane NAN YNA TN 

4. Alamat Aa aa Me AAA Ia ea oa Rena 

B. GBJEK RETRIBUSI 
2 Jenis Betrikusi Be Ja Se PE en Wa 

3. Lokasi em Akak Salam MA 

C. TAGIHAN HETRIBUSI 

Jumlah Tagihan Retribusi — RPL oom 
Yang harus di bayar. 
benda (1) Aa Pa NA Aa 
Jumlah Keseluruhan Bh aan sonante nana ara 

D. PEMBAYARAN 
Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/ Bendaharawan Penerima Pembantu 

pada SKPD yang melakukan pemungutan Betribusi Daerah dan/atau UPT SKPD 

Kepala SKPD/UPT 

Keterangan : 

Lembar I : Wajib Retabusi 
Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani Retribusi 
Lembar IN: Arsip



FORMULIR SURATKETETAPANRETRIBUSI DAERAH

KURANGBAYAR (STRDKB)

PEMERINTAH PROVINSIGORONTALO
SKPD .

SURATKETETAPANRETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)

Nomor STRDKB dan Tanggal
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

2. Nama
3. Instansi
4. Alamat

B. OBJEK RETRIBUSI
2. Jenis Retribusi
3. Lokasi

C. TAGIHAN RETRIBUSI
Jumlah Tagihan Retribusi Rp .
Yang harus di bayar.
Denda (1%) Rp .
Jumlah Keseluruhan Rp .
Dengan huruf .

D. PEMBAYARAN
Pembayaran melalui Bendaharawan PenerimajBendaharawan Penerima Pembantu
pada SKPDyang melakukan pemungutan Retribusi Daerah danjatau UPT SKPD

Kepala SKPDjUPT

FURMULIR SURAT KETETAPAN KETkIBUSI DAERAH 

KURANG BAYAR ISTRDKB) 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

SURAT KETETAPAN KETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR ( STRDKE | 

Nomor STKOKH dan Tanggal 
Bulan dan Tahun 

WAJIB RETRIBUSI 

2. Nama EN PE PN An 

3. Instansi SAPU PE ai 
4 Aamat EN ANN jaran 

OBJEK RETRIBUSI 

2. Jenis Ketribusi 

3. Lokasi 

TAGIHAN RETRIBUSI 
Jumtah Tagihan Retribusi BP sorot enam 
Yang harus di bayar. 

Denda (1Yal PI ea ana ani 
Jumlah Keseluruhan 2 Pn APP 
Pn MEN aa Ie 

PEMBAYARAN 

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima / Bendaharawan Penerima Pembantu 

pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD 

Kepula SKPD /UPT



FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SKPD .

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN .
SKPDfUPT : .

JENIS
TUNGGAKAN YANG KETETAPAN JUMLAH TAGIHAN PENERIMAAN TUNGGAKAN

LALU KETERANGAN
PUNGUTAN

OBJEK Rp OBJEK Rn OBJEK Rp OBJEK Rp OBJEK Rn

1 2 3 4 5 6=2+4 7=3+5 8 9 10=6-8 11=7-9 12

JUMLAH

Kepala SKPDfUPT

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembar III

: Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
: Kepala Badan Keuangan Prav Gorontalo
: Arsip

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 
Pe en Mena nga 

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DARRAH 
BULAN Looneooreaerreemeseermaenan 
SPA US ba en 

yen | TENGGA YANG KETRTAPAN JUMLAH TAGIHAN PENERIMAAN TUNGGAKAN 
PUNGUTAN LALU... : 0 KETERANGAN 

OBJEK Rp OnJEK Rp OBJEK Rp OBJEK |” Rp OBJEK RB 
T 2 3 4 5 6-314 | 7315 5 9g lo-o-8| 11-79 i2 

Kepala SKPD/UPT 

Keterangan 
Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan 
Lembar II : Kepala Badan Keuangan Prov Gorontalo 
Lembar Ill : Arsip 



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SKPD .

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN .
SKPDIUPT : .

PENERIMAAN PENYETORAN

NO JENIS PUNGUTAN SID BULAN
JUMLAH

SID BULAN JUMLAH SID DID KETERANGAN
BULAN INI SID BULAN BULAN INI

LALU INI
LALU BULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH

Kepala SKPDIUPT

Keterang
Lembar I
Lembar II
Lembar III

: Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
: Kepala Badan Keuangan Prov Gorontalo
: Arsip

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

An KN An TE ani Sikatan 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH 
BULAN NA EA Kesewasrsan 
BKPD/UPY & wcooooevereemenerekaknatada den 

PENERIMAAN PENYETORAN : 
JUMLAH NO | Jenis rongutan | S/D BuLan S/D BULAN : JUMLAH S/D aa KETERANGAN 

1 EN Hossasntniskasa bocisar “sasa MN) BULANINI | BULAN INI 
1 2 E A4 5) 6 po 8 9 10 

JUMLAH 
- — — 

Kepala SKPD/UPT 

Keterang 
Lembar 1 « Kepala SKPD Pengelola Pendapatan 
Lembar TI 1 Kepala Badan Keuangan Prov Gorontalo 
Lembar II : Arsip



FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SKPD .

LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN .
SKPD IUPT : .

JUMLAH SID BULAN BULAN JUMLAH SID BULAN INI
NO JENIS PUNGUTAN YANGLAU KETERANGAN

OBJEK Rn OBJEK Rn OBJEK RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH

Kepala SKPDIUPT

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembar III

: Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
: Kepala Badan Keuangan Prov Gorontalo
: Arsip

FOEMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

Lembar III : Arsip 

Bee bean made ki ana be senen Fa akta Pa Bem Pai 

LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

BAN anon 

SKPD/UPT 5 ak ekee ena pa ena enanraa 

JUMLAH S/D BULAN — Data BELA 
NO | JENIS PUNGUTAN YANG LAU TE seba bat Ka KETERANGAN 

DEJEK Ep OBJEK kp OBJEk RF 

1 2 3 4 5 6 7 Bni g 

| JUMLAH 

Kepala SKPD/UPT — 

Keterangan 
Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan 
Lembar II : Kepala Badan Keuangan Prov Gorontalo 

BERNUKR GORONTALO 

RUDY SALAHUDDIN
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